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ABSTRAK 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten 
Soppeng periode 2005-2012) 
 
Local Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure on Economic 
Growth (Empirical Study on Government Soppeng the period 2007- 2011) 
 
Andi Gustiana 
Nirwana 
M. Natsir Kadir 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Study empiris pada pemerintahan kabupaten 
Soppeng periode 2005-2012. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan 
wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan PEMKAB Soppeng. 
Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang telah dikumpulkan dianalisis 
dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 
klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien 
determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
 
Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). 
 
 
This study to provide empirical evidence about the effect seems the economic 
growth, regional revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) to the 
Capital Budget allocation. Empirical Study on the district administration Soppeng 
the period of 2005-2012. The research obtained from direct observation and 
interviews with parties related to the district government Soppeng. The data 
analyzed in this research report on the processing of Revenue and Expenditure 
(Budget). The collected data were analyzed by the method of data analysis done 
first before testing the assumptions of classical hypothesis testing. Testing this 
hypothesis using multiple regression t test, F test, and test determinasi. The 
analysis showed that the regional revenue ( PAD ), General Allocation Fund 
(DAU),and Capital Expenditures no significant effect on Economic Growth.  
 
Keywords : Capital Expenditures, Economic Growth, Regional Revenue (PAD) , 
and the General Allocation Fund (DAU) . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Manajemen pemerintahan daerah di Indonesia memasuki era baru seiring 
dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang 
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah efektif di berlakukan per Januari tahun 2001 
(Undang-Undang ini dalam perkembangannnya diperbaharui dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 
Nomor 33 tahun 2004). Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan 
peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja 
keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.  
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi pedoman 
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada  publik. Di Indonesia, 
anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran 
melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), di 
mana kedua pikak tersebut melalui pihak panitia anggaran. Posisi legislatif 
sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat 
digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk 
   1 
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merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi 
yang mendukung lucrative opportunities dan memiliki dampak politik jangka 
panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasikan eksekutif untuk 
menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. 
Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, 
kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat job programs dan 
targetable. 
Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 
pemerintah daerah setempat  dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan 
publik.  Pergeseran ini ditunjukkan untuk meningkatkan investasi modal dalam 
bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap 
lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas layanan publik, karena aset yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja 
modal yang merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik 
oleh pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggran belanja 
modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh 
karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah 
daerah seharusnya mengubah kompisisi belanjanya. Rendahnya kapasitas fiskal 
suatu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah dan 
cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Setiap daerah dituntut untuk 
memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan memaksimalkan belanja 
modal daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Dalam rangka 
mengoptimalkan tingkat pelayanan publik, pemerintah daerah setempat 
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melakukan pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditunjukkan untuk 
peningkatan potensi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu 
meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang 
tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Selama ini belanja 
daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. 
Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya 
dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas 
pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-
program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan 
belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik. 
Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di 
berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini 
diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha 
di daerah. Harapan ini tentunya dapat terwujud apabila ada upaya serius 
(Pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). 
Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih 
besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan 
yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan 
persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. 
Penelitian yang dilakukan Proyo (2006) menunjukkan terjadi disparitas 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) 
dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan 
terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi 
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. 
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Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tak 
selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang 
sebenarnya. Indikator lain yaitu pendapatan perkapita dapat digunakan untuk 
mengukur pertumbuhan ekonomi ini. Indikator ini lebih komprehensif dalam 
mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada 
kemampuan daerah/negara untuk meningkatkan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDB/PDRB) agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.  
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 
pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan ekonomi di suatu daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, 
perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain 
sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan konstribusidari 
pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung 
menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator 
ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan 
berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.   
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dapat diketahui dari 
perkembangan 9 (Sembilan) sektor usaha yakni pertanian, pertambangan dan 
penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, 
perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan 
persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Soppeng pada tahun 2010 sebesar 4,45 % dan mengalami 
peningkatan sebesar 3,50 % pada tahun 2011 yaitu sebesar 7,95 %. Untuk 
memacu laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan pembangunan ekonomi 
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difokuskan pada pembangunan pertanian  khususnya subsektor tanaman bahan 
makanan dan peternakan disamping sektor bangunan.  
Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari 
daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada 
kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan 
ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah 
yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah 
harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan 
perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi 
sumber Pendapatan Asli Daerah.  
Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang 
memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang 
melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, 
begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. 
Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan 
disisi ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat 
dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan 
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, 
terjadi transfer yang sukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi 
Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan 
penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (priyo, 2006). 
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Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka 
panjang, transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah 
transfer dapat menyebabkan penurunan dalam bentuk pengeluaran belanja 
modal. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam 
jangka panjang ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. 
Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan 
hasil positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
 Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harianto dan Hariadi 
mencoba meneliti Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, 
Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Dengan hasil penelitian 
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 
Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perubahan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita. Penelitian 
kedua yang di lakukan oleh Ulfi dan Endrawati mencoba meneliti Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Tehadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. 
Hasil analisis membuktikan bahwa PAD berpengaruh Signifikan positif terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap 
Pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan mencoba 
meneliti apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan 
sampel pemerintahan Kabupaten Soppeng periode 2005-2012. 
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Untuk melihat tingkat kemandirian Kabupaten Soppeng sesuai dengan 
gambaran diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian replika tentang 
“PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA 
MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI”. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi? 
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi? 
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi 
Umum (DAU) Pertumbuhan Ekonomi. 
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Belanja Modal 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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1.4 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini memberikan kesempatan baik dalam menerapkan 
teori, khususnya teori di bidang operasional ke dalam dunia praktek yang 
sebenarnya dan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam 
melakukan penelitian. 
b. Instansi Pemerintahan 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan 
dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintahan Kabupaten 
Soppeng. 
c. Ilmu pengetahuan 
Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu  
pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah. 
d. Penelitian selanjutnya  
  Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 
 
1.5 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,   
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur, 
Hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka 
pikir, hipotesis penelitian. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai rancangan 
penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan 
sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber 
data, variabel penelitian dan defenisi operasional, 
instrumen penelitian, metode analisis data dan pengujian 
hipotesis.  
BAB IV  HASIL PENELITIAN 
Dalam  bab ini akan dibahas mengenai hasil-hasil yang 
diperoleh dalam penelitian, gambaran umum perusahaan, 
deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan 
temuan-temuan penelitian. 
BAB V  PENUTUP 
   Bab ini berisi kesimpulan, dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
2.1.1  Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya 
merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk 
meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD 
merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No.17 
Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
disetujui oleh DPRD. Disamping itu APBD merupakan alat kontrol pengawas 
terhadap pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. 
Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan 
perencanaan dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi 
dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan 
penganggaran Negara. Dalam penyusunan rancangan APBD, kepala daerah 
menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana 
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kemudian kepala satuan 
kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan menyusun rencana kerja 
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan 
prestasi kerja yang akan dicapai, lalu disampaikan kepada pejabat pengelola 
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rencana Perda tentang APBD 
tahun berikutnya (pasal 180). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu mesin 
pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah 
10 
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satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan 
untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan 
tantangan dalam mewujudkan agenda.  
Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2010, “Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan 
menurut Halim (2004:15): 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 
Anggaran Daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; 
adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas 
tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal 
penggeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan 
dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, 
yaitu biasa 1 (satu) tahun.  
 
Saragih (2003:12) menyatakan bahwa APBD merupakan suatu gambaran 
atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan 
potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami 
pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan 
daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Dalam satu tahun 
anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  meliputi: 
1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih; 
2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih; 
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan 
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan 
daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Menurut Peraturan Menteri 
dalam Negri Nomor 30 Tahun 2007  tentang pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD 
harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1)Partisipasi Masyarakat; 
2)Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; 3)Disiplin Anggaran; 4)Keadilan 
Anggaran; 5)Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; 6)Taat Azas. 
APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 
Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Perimbangan (DP) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Lebih rinci lagi 
yang dimaksud dengan PAD terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, 
ditambah dengan keuntungan perusahaan daerah, serta penerimaan lain-lain 
yang sah seperti biaya perijinan, hasil dari kekayaan daerah dan sebagainya. 
Sementara itu belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari 
Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan 
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah secara garis besar dapat 
dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu belanja atau pengeluaran rutin dan 
pengeluaran pembangunan. Belanja rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos 
belanja untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi 
belanja pegawai, belanja barang: berbagai macam subsidi, angsuran, dll. 
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Sedangkan belanja atau pengeluaran yang bersifat menambah modal 
masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memuat 
sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang 
diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, 
serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja 
administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan dan belanja 
modal/investasi. 
Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004 : 15-16) adalah sebagai berikut: 
1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan 
adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-
pengeluaran yang akan dilaksanakan. 
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 
 
2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
 Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 
13/2006 pasal 22 ayat 1 (satu) terdiri atas 3 bagian yaitu: pendapatan daerah, 
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, 
dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.  
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 Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan 
belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih 
perhitungan angaran tahun angaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana 
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan 
piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana 
cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok 
utang, dan pemberian pinjaman daerah. 
 
2.1.3  Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus 
disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan 
pembiayaan daerah. Penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan 
kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan hal 
tersebut, Sahmuddin (2007:102-103), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah 
berfungsi sebagai: 
1. Fungsi Otorisasi 
  Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 
bersangkutan. 
2. Fungsi Perencanaan 
  Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun 
yang bersangkutan. 
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3. Fungsi Pengawasan  
  Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
4. Fungsi Alokasi 
  Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus 
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran 
dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 
evektifitas perekonomian. 
5. Fungsi Distribusi  
  Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah 
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
6. Fungsi Stabilitas 
  Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah 
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 
fundamental perekonomian. 
 
2.2    Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan 
PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan 
masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan 
prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan 
ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan 
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan 
peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh 
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut 
berdasarkan pengaturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Halim (2004: 67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah sebagai berikut: 
Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis 
pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 
milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 
dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. 
 
Mardiasmo (2002: 132) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah retribusi 
daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 
daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. 
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. 
Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh 
karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya konstribusi 
yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APDB, semakin besar 
konstribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 
berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 
pemerintah pusat. 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1, “ Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam 
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah 
merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang 
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digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan 
dana dari pemerintah pusat. 
Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13/2006 yaitu, pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 
milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak daerah dan 
retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup 
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), 
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), 
dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk 
dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil 
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, 
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang 
dan/atau jasa oleh daerah penerimaan keuntungan dan selisi nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing, pandapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda atas keterlambatan 
pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, 
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas 
sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan, pendapatan dari ansuran/cicilan penjualan. 
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Soekarwo (2003: 95), kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan 
kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi 
daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa 
untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan 
Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. 
Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai 
daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam 
menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang 
di terima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut 
dalam melaksanakan kebijakan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :  
a. Pajak Daerah 
Bambang (2003:2) menyatakan  bahwa“ Pajak daerah adalah iuran wajib 
yang di kenakan pada orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah  daerah dan pembangunan daerah”. Pajak daerah sebagai salah satu 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk 
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 
daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mangatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah sekaligus 
menjadi bahan kajian dalam penulisan skripsi ini adalah Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB). 
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Halim (2007: 96) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan 
Pendapatan Daerah yang bersal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak (2003: 32) 
menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-
daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan 
daerah masing-masing dan hasil pembiayaannya dipakai untuk membiayai 
rumah tangga daerahnya masing-masing. 
b. Retribusi Daerah 
Pemungutan retribusi harus dibayar langsung oleh mereka yang 
melaksanakan pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh 
atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi harus (lebih kurang) 
sama dengan nilailayanan yang diberikan. Syamsi (1994:221) menyatakan 
bahwa “Retribusi ialah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditujukan 
secara langsung dan pelakasanaanya tidak dipaksakan. Dengan kata lain bahwa 
retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati 
jasa secara langsung. 
Koswara (2001:191) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan 
atas pemakaian atau pemanfaatan yang diperoleh secara langsung seseorang 
atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang 
diberikan oleh pemerintah daerah. 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah 
sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD 
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan 
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 
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masyarakat. Daerah kabupaten/kota di beri peluang dalam menggali potensi 
sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang 
telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Adapun jenis retribusi yang dapat dipungut oleh 
pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1)Retribusi untuk daerah provinsi, 
Kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah, 
terdiri dari jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu; 
2)Retribusi untuk daerah/provinsi, Kabupaten/kota ditetapkan sesuai 
jasa/layanan yang diberikan oleh masing-masing daerah terdiri dari 13 jenis 
retribusi jenis usaha. 
Jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah seperti: 
retribusi kekayaan daerah, retribusi IMB, retribusi jasa ketatausahaan, retribusi 
SITU/SIUP, retribusi parkir, retribusi terminal angkutan penumpang dan lain-lain. 
Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut dihampir 
semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek 
merupakan jenis pungutan yang baik. Untuk meningkatkan PAD diharapkan agar 
pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk 
mengembangkan potensi penerimaannya misalnya ekstensifikasi dan 
intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah.  
Optimalisasi pemanfaatan PAD akan memberikan dampak positif bagi 
pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya mempengaruhi pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan dana yang bersumber dari PAD dalam 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dapat 
digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya intervensi 
dari pemerintah pusat. Artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur atau 
menentukan penggunaan sumber PAD nya tanpa intevensi dari pusat. 
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c. Hasil Perusahaan Daerah Yang Dipisahkan 
Halim (2004: 68), merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil 
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:  
1. Bagian laba perusahaan milik daerah. 
2. Bagian laba lembaga keuangan bank.  
3. Bagian laba lembaga keuangan nonbank. 
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi. 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan 
Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah 
yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain: 
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau 
ansuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti 
kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain 
sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaaan barang dan jasa oleh 
daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing. Halim (2004: 69) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek 
pendapatan berikut: 
a. Hasil penjualan, kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 
b. Penerimaan jasa giro. 
c. Penerimaan bunga deposito 
d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 
e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah. 
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2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, Dana 
Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yaitu dana 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN) yang  
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, munurut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahwa 
penggunaan Dana Perimbangan Khususnya Dana Alokasi Umum agar 
diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan 
pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana 
dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum 
yang dibutuhkan masyarakat. 
Halim (2004:160), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang 
bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang alokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuam keuangan daerah untuk membiayai 
kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. 
Saragih (2003: 98), Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan. 
Instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak atau semua 
daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama 
(horizontal fiscal imbalance). DAU sebagian dari kebijakan transfer 
fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) – berfungsi 
sebagai faktor pemerataan fiskal antar daerah-daerah serta 
memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar 
daerah. 
 
Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu 
dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk 
suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada 
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aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai dengan 
Undang-Undang (pasal 161), (Renyowiyono: 223). Dana Alokasi umum (DAU) 
merupakan instrumen transfer ke daerah yang bertujuan untuk pemerataan 
keuangan antar daerah, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan 
kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang 
mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. 
Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah 
fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah  
(fiscal need)  dan potensi daerah (fiscal capacity)  dan dialokasikan dalam bentuk 
block grant. Dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan 
penambahan variabel Dana Alokasi Umum (DAU). Alokasi DAU bagi daerah 
yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh 
alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun 
kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara 
implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai 
faktor pemerataan kapasitas fiskal. 
Kuncoro (2004 : 30), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan. 
Block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk 
tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan 
fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip 
tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 
terbelakang harus menerimah lebih banyak daripada daerah  yang 
kaya. Dengan kata lain, tujuan penting Dana Alokasi Umum (DAU) 
adalah dalam kerangkah pemerataan kemampuan penyediaan 
pelayanan publik antara pemerintah daerah di indonesia. 
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Kuncoro (2004 : 40) Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diartikan sebagai 
berikut: 
a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang 
pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau 
Celah Fiscal (fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan 
Kapasitas Fiskal. 
b. Instrumen untuk mengatasi horizontal inbalances, yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah di mana 
penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 
c. Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan 
kemampuan keuangan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam yang diperoleh daerah. 
Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah-daerah yang 
memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah 
yang mempunyai kemampuan keuangan relatif lebih kecil akan  mempunyai DAU 
yang relatif lebih besar (Sidik, 2004 :96). 
 
2.4  Belanja Modal  
Definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 
dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal 
kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap 
tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja 
bukan untuk dijual. 
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Menurut Halim (2004 :73) “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah 
daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 
aset atau  kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi 
Daerah”. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Pasal 53 ayat  (1) : 
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hurup c 
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangkah 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan  pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset 
tetap lainnya. 
 
 Untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN 
dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga, maka 
diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman 
penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja 
modal sesuai dengan BAS. 
Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung 
dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. 
Sedangkan belanja tidak langsung adalah bagian dari belanja yang dianggarkan 
tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung 
terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan 
sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, 
belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 
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Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan 
sebagai belanja modal apabila: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya 
perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan 
kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapasitas aset tetap 
atau aset lainya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap 
tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Klasifikasi aset lainnya adalah tidak 
berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih 
dari satu tahun, dan nilai relatif material. Belanja modal juga mensyaratkan 
kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan. 
Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori umum: 
a. Belanja Modal Tanah 
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 
pengadaan/pembelian/pembebasan penyediaan, balik nama  dan sewa 
tanah, pengosongan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, 
dan penyeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah 
dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 
kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin 
dimaksud dalam kondisi siap pakai.  
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 
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pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 
pembangunan gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 
pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran 
untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan 
jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan 
dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
e. Belanja Modal Fisik Lainnya 
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 
untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 
pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang 
tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan 
dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, 
termasuk dalam belanja ini adalah  belanja modal kontrak sewa beli, 
pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk 
museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 
 
Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan 
efesiensi  dan efektifitas diberbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan 
menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan 
merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena 
ditunjang oleh fasilitas yang memadai, selain itu investor juga akan tertarik 
kepada daerah karena fasilitas yang diberikan kepada daerah. Dengan 
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bertambahnya produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan 
berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.  Pendapatan daerah yang 
semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk  lebih meningkatkan 
mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi 
daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. 
 
2.5  Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita dalam 
jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output 
perkapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan 
perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita 
mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan 
jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan ekonomi dalam jangka 
tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self generation). 
Menurut arsyad (2004: 7) “Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 
kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan  itu lebih besar atau 
lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur 
ekonomi terjadi atau tidak”. 
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat 
kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, berarti 
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya 
yang berarti bahwa produktifitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam 
produksi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan 
ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik 
Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya 
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merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam 
suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 
Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu 
PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB 
atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa 
yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan 
setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu 
tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat 
digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB 
atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 
dari tahun ke tahun. Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan 
umum yang dapat digunakan, yaitu: 
1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh  berbagai unit produksi di suatu daerah 
dalam jangka waktu tertentu. 
2. Pendekatan Pendapatan, PRDB merupakan jumlah balas jasa yang di 
terima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi 
disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 
Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa 
tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong 
pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam defenisi ini, 
PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak 
tak langsung dikurangi subsidi). 
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3. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan 
akhir yang terdiri dari: 1) pengeluaran komsumsi rumah tangga dan 
lembaga swasta nirlaba; 2) komsumsi pemerintah; 3) pembentukan 
modal tetap domestik bruto; 4) perubahan stok; dan 5) ekspor neto, 
(ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). 
 
2.6  Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No 
Nama dan 
Tahun 
Judul Variabel Hasil Penelitian 
 
 1. 
 
Setiyawati 
Anis dan 
Hamzah Adri 
(2007) 
 
Analisis 
Pengaruh PAD, 
DAU, DAK, dan 
Belanja 
Pembangunan 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Kemiskinan, dan 
Pengangguran 
 
Variabel 
Dependen:  
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Variabel 
Independen :  
Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
dan Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD), Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) dan 
Belanja 
Pembangunan  
 
PAD berpengaruh 
positif terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi, 
sedangkan DAU 
berpengaruh 
negatif terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi. Untuk 
pengujian secara 
langsung 
pengaruh 
pertumbuhan 
ekonomi terhadap 
kemiskinan dan 
pengangguran 
menunjukkan 
pengaruh yang 
signifikan 
 
2. 
 
 
Fabianus 
Wiradi 
Hatono 
(2012) 
 
Analisis pengaruh 
Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
kabupaten/kota di 
provinsi daerah 
istimewa 
 
Variabel 
Dependen: 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Variabel 
Independen: 
Dana Alokasi 
Umum dan 
Pendapatan Asli 
Daerah 
 
Hasil uji regresi 
menunjukkan 
bahwa DAU, PAD 
berpengaruh 
signifikan 
secara positif 
terhadap Belanja 
Daerah. Belanja 
Daerah 
berpengaruh 
signifikan 
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yogyakarta 
dengan Belanja 
Daerah sebagai 
variabel 
intervening 
secara negatif 
terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi. DAU, 
PAD berpengaruh 
terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi melalui 
Belanja Daerah 
sebagai variabel 
intervening. 
 
 
3. 
 
Rizky 
Azzumar 
Mochamad 
(2011) 
 
Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Perimbangan, 
Investasi Swasta, 
Tenaga Kerja 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Di Era 
Desentralisasi 
Fiskal Tahun 
2005-2009 (Studi 
Kasus 
Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa 
Tengah) 
 
Variabel 
Dependen: 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Independen:  
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Perimbangan, 
Investasi 
Swasta dan 
Tenaga Kerja 
 
Dana 
perimbangan dan 
investasi swasta 
tidak berpengaruh 
signifikan 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
ekonomi. Berbeda 
halnya dengan 
pendapatan asli 
daerah dan 
tenaga kerja yang 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi. 
 
 
4. 
 
Maryati Ulfi 
dan 
Endrawati 
(2010) 
 
Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), 
Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan 
Dana Alokasi 
Khusus (OAK) 
Tehadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi: Studi 
Kasus Sumatera 
Barat 
 
Variabel 
Dependen: 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Variabel 
Independen : 
Pendapatan Asli 
Daerah 
(PAD)Dana 
Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) 
 
Hasil analisis 
membuktikan 
bahwa PAD 
berpengaruh 
Signifikan positif 
terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi, DAU 
berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap 
Pertumbuhan 
ekonomi dan DAK 
tidak berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi. 
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5. 
 
Harianto 
david  
Dan Hari adi 
priyo (2007) 
 
Hubungan Antara 
Dana Alokasi 
Umum, Belanja 
Modal, 
Pendapatan Asli 
Daerah Dan 
Pendapatan Per 
Kapita 
 
Variabel 
Independen: 
Antara Dana 
Alokasi Umum, 
Belanja Modal, 
Pendapatan Asli 
Daerah Dan 
Pendapatan Per 
Kapita 
 
1. Dana Alokasi 
Umum 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
perubahan 
Belanja Modal.  
2. Belanja Modal 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
perubahan 
Pendapatan Asli 
Daerah.  
3. Pendapatan Asli 
Daerah 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
perubahan 
Pendapatan Per 
Kapita.  
 
 
 
 
2.7  Kerangka Pemikiran 
 
Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Untuk menunjang hal tersebut 
pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan sumber 
pendapatan daerah berupa PAD dan Dana Perimbangan. Jika peningkatan PAD 
berdampak buruk terhadap perekonomian maka belum dapat dikatakan bahwa 
peningkatan PAD merupakan keberhasilan pembangunan di era desentralisasi 
fiskal. Untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai penyeimbang dari 
melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Faktor-faktor lainnya seperti investasi 
swasta dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendorong pertumbuhan 
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ekonomi. Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah.  
Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka 
konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya 
kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali 
sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli 
Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD 
yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan 
per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan 
petumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004). PAD merupakan salah 
satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana 
Pendapatan Asli Daerah 
(X1) 
(X1)
 
 
Pertumbuhan Ekonomi 
 (Y) 
Belanja Modal 
(X3) 
Dana Alokasi Umum 
 (X2)
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yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat 
kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah 
akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara 
berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 
daerah itu (Tambunan, 2006).  
Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah 
(Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah 
tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi 
peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa 
diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara 
berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat 
itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan 
PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi 
juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian 
masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari pemaparan ini 
dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :  
H1 :  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi.  
2. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Jika ternyata PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka 
terdapat kemungkinan kuat bahwa DAU juga berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi karena DAU pada umumnya lebih 
besar dari konstribusi PAD. Berdasarkan penelitian Setiyawati (2007) 
memperoleh pengujian secara langsung bahwa DAU menunjukkan 
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pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan 
penelitlan tersebut, peneliti menelitih secara lebih lanjut tentang 
pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi 
Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka 
hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut: 
H2:  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 
pengelokasian  anggaran Belanja Modal  
3. Hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah 
berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). 
Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan 
meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga 
meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana 
penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi 
adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan 
pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus 
didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang 
sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). 
Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada 
oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan 
perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan 
merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang 
bersangkutan. 
Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar 
dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini 
akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). 
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Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah 
perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi 
(2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi Alokasi belanja modal untuk 
pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong 
tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin 
dalam pendapatan per kapita. Dari gambaran ini, dapat disusun 
hipotesis penelitian sebagai berikut :  
H3   :  Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan  
  Ekonomi   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar belakang 
penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid, sesuai dengan karakterisitik 
variabel dan tujuan penelititan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, 
lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran 
kuantitatif yang kokoh. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
bersumber dari dokumen Pemerintahan Kabupaten/Kota Laporan Realisasi 
Anggaran yang di peroleh dari kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Aset 
Daerah. Penelitian ini mengunakan data time series, dimana data yang 
digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahunan untuk periode yang 
berakhir 31 Desember 2005 sampai dengan periode yang berakhir pada 31 
Desember 2012 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang berlokasi 
di Kompleks Perkantoran Jalan Salotungo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten 
Soppeng. Waktu penelitian belum di tentukan. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  
Arikunto dalam Semiaji (2012:31) mendefenisikan “Populasi secara 
singkat yaitu keseluruhan objek penelitian”. Sedangkan menurut Umar dalam 
Semiaji (2012:31) menyatakan “Populasi sebagai wilayah generalisasi yang 
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel”. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Laporan Realisai Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Pemerintah Kabupaten Sappeng dan data Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan.  
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 
2002: 109). Kriteria penarikan sampel di ambil dari Laporan Realisai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Soppeng dan 
data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selama 
8 (delapan) tahun, dari tahun 2005 sampai 2012. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Tinjauan Pustaka (Library Research) 
Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 
mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya 
ilmiah, jurnal atau artikel-artikel yang terkait, serta mengakses website 
dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan adalah penilitian yang dilakukan langsung di 
instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemda Kabupaten Soppeng 
dengan melakukan wawancara (interview) dengan pihak yang 
berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta 
pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. 
 
3.5 Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat 
dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Pemda Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2005-2012 
serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi Pemda Kabupaten 
Soppeng maupun pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
b. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
penelitian (field risearch) pada instansi Pemda Kabupaten Soppeng. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan 
didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel dalam penelitian ini ada empat, yaitu variabel independen atau 
variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel 
dependen atau variabel terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y. 
1. Variabel Bebas (X) 
Variabel bebas merupakan variabel yang diduga memengaruhi 
variabel terikat. Variabel bebas digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Pendapatan Asli Daerah (X1) 
PAD Adalah jumlah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan yang sah, yang di peroleh dari penerimaan sumber-
sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli 
yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal 
dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembangunan dan 
usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari 
pemerintahan pusat. Yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 
2004 pasal 6 ayat (1) PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 
lain-lain pendapatan yang sah. 
b. Dana Alokasi Umum (X2) 
DAU adalah jumlah dana yang di transfer pemerintah pusat 
kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan 
APBN. Tujuan DAU ialah yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk 
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mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. DAU untuk masing-masing daerah kabupaten/kota 
dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi 
APBD.  
c. Belanja Modal (X3) 
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 
tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan, seperti dalam 
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 
2. Variabel terikat (Y) 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita 
dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu 
proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan 
perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat 
dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan 
aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan 
kecenderungan perubahan ekonomi dalam jangka tertentu yang 
didorong oleh proses intern perekonomian (self generation). 
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Tabel  3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. 
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala 
Independen 
 
1) Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Dana Alokasi 
Umum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendapatan Asli 
Daerah merupakan 
semua penerimaan 
daerah yang berasal 
dari sumber ekonomi 
asli daerah. (Halim, 
2004 : 67). 
 
 
 
Dana Alokasi Umum 
adalah dana yang 
berasal dari APBN 
yang dialokasikan 
dengan tujuan 
pemerataan 
kemampuan keuangan 
antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan 
pengeluarannya dalam 
rangka pelaksanaan 
desentralisasi 
(Halim,2004: 141). 
 
 
Total penjumlahan Pajak 
daerah, Retribusi, hasil 
perusahaan milik daerah 
dan hasil pengelolaan 
kekayaan milik daerah 
yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah 
Celah fiskal, alokasi dasar 
(gaji pegawai), dana 
penyeimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 
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3) Belanja Modal 
 
Belanja Modal 
merupakan belanja 
pemerintah daerah 
yang manfaatnya 
melebihi satu tahun 
anggaran dan akan 
menambah aset atau 
kekayaan daerah dan 
senjutnya akan 
menambah belanja 
yang bersifat rutin 
seperti biaya 
pemeliharaan pada 
Kelompok Belanja 
Administrasi Umum 
(Harlim, 2004 73). 
Total penjumlahan 
belanja tanah, belanja 
peralatan dan mesin, 
belanja gedung dan 
bangunan, belanja jalan, 
irigasi dan jaringan, dan 
belanja fisik lainnya. 
 
 
 
 
 
 
Interval 
 
Dependen Variabel 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi 
dapat diartikan sebagai 
kenaikan PDB/PNB 
tanpa memandang 
apakah kenaikan itu 
lebih besar atau lebih 
kecil dari tingkat 
pertumbuhan penduduk, 
atau apakah perubahan 
struktur ekonominya 
terjadi atau tidak 
(Arsyad,2005 : 7). 
 
 
  
    (   )       
     
 
PDRB= Product Domestik 
Regional Bruto 
N      = Tahun ke-n 
 
 
 
 
 
 
Rasio 
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3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang 
diteliti yaitu dengan analisis regresi linear. Regresi linear adalah alat statistik 
yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa 
variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering 
disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel 
yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. 
Secara umum regresi linear terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana 
yaitu dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat; dan 
regresi linear berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel 
terikat. Analisis regresi linear merupakan metode statistik yang paling jamak 
dipergunakan dalam penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi. 
 
3.8 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisa statistik deskriptif. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk 
menganalisis data dalam penelitian ini adalah SPSS versi 17. Peneliti melakukan 
terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji 
asumsi klasik yang dilakukan peneliti meliputi :  
 
3.8.1  Uji Normalitas 
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang di 
gunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk 
menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil 
dapat dipertanggung jawabkan. 
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Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 
tidak, yaitu : 
1. Analisis grafik  
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah 
dengan melihat normal propability plot yang membandingkan distribusi 
kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 
satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual normal, maka garis 
yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya 
2. Analisis Statistik  
Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis 
dan nilai Z-skewness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk 
menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik 
Kolmogorov-Smirnov (K-S), Jika tingkat signifikansinya > 0,05, maka 
data itu terdistribusi normal dan dapat dilakukan model regresi 
berganda. 
Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau 
merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat 
dari : 
1. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data 
adalah tidak normal. 
2. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data 
adalah normal. 
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3.8.2 Uji Heterokedastisitas 
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan variansdari residual dari suatu pengamatan 
ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskesdatisitas. Dan jika varians 
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. 
Untuk mengetahui adanya masalah heteroskesdatisitas, kita bisa 
menggunakan korelasi jenjang Spearman, Park test, Goldfeld-Quandt test, BPG 
test, White test atau Glejser test. Bila menggunakan korelasi jenjang Spearman, 
maka kita harus menghitung nilai korelasi untuk setiap variable independen 
terhadap nilai residu, baru kemudian dicari tingkat signifikansinya. Park dan 
Glejser test memiliki dasar test yang sama yaitu meregresikan kembali nilai 
residu ke variabel independen. 
Salah satu cara untuk mengurangi masalah heterokesdatisitas adalah 
menurunkan besarnya renteng (range) data. Salah satu cara yang bisa dilakukan 
untuk menurunkan rentang data adalah melakukan transformasi (manipulasi) 
logaritma. Tindakan ini bisa dilakukan bila semua data bertanda positif. 
 
3.8.3 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi 
berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah keadaan 
model yang tidak mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan 
dimana variabel error-term pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel 
error-term pada periode lain yang bermakna variabel error-term tidak random. 
Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil 
estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikan tidak kuat. Uji ini dilakukan pada 
penelitian yang menggunakan data time series. Oleh karena data dalam 
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penelitian ini merupakan  gabungan antara data cross section dan time series, 
maka harus dilakukan uji autokorelasi terlebih dahulu. 
Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson 
(DW). Langkah pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan 
membandingkan nilai Durbin-Watson statistic table dengan Ho, tidak ada 
autokorelasi bila DW beda di: 
0 (a) dl (b) du (c) (4-du)    (d) (4-dl) (e) 4 
Ho : Tidak ada autokorelasi 
(a) : Daerah menolak Ho : ada autokorelasi  
(b) : Daerah ragu-ragu 
: Daerah tidak menolak Ho : tidak ada autokorelasi positif atau   
negatif 
(c) : Daerah ragu-ragu 
(d) : Daerah menolak Ho : ada autokorelasi negatif 
 
3.8.4 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 
Menurut Ghozali (2005 : 91), untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut : 
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independennya 
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 
0.09), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas dapat 
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disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel 
independen. 
3) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (a) nilai tolerance dan lawannya 
(b) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Tolerance mengukur variabelitas variabel 
independen yang terpiliah yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerence). Nilai cutoff yang umum 
dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai 
tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 
Cara untuk mengobati jika terjadi multikolinearitas, yaitu: 
1) Mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai 
korelasi tinggi dari model regresi dan identifikasikan variabel 
indepenen lainnya untuk membantu prediksi. 
2) Menggabungkan data cross section dan time series (pooling data). 
3) Menambah data penelitian. 
 
3.9 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis (Ha) metode analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda, karena menyangkut tiga buah variabel independen dan satu 
buah variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis 
dengan formulasi sebagai berikut : 
   Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 
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Dimana: 
Y = Pertumbuhan Ekonomi 
a = Konstanta 
X1 = Pendapatan Asli Daerah 
X2 = Dana Alokasi Umum 
X3 = Belanja Modal 
b1 = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah 
b2 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum 
b3 = Koefisien Regresi Belanja Modal 
e = Error (pengganggu) 
 Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan t-test, F-test dan Koefisien 
Determinasi (R2). 
 
3.9.1 Uji Signifikan Parsial (Uji – t) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk 
pengujiannya adalah : 
Ho : b1,b2,b3=0, artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 
belanja modal, secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Ha : b1,b2,b3≠0 , artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan 
belanja modal secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Pengujian dilakukan menggunakan uji – t dengan tingkat pengujian pada 
α 5% derajat kebebasan (degree of freedom) atau df=(n – k). 
Kriteria pengambian keputusan : 
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Ho diterima jika t hitung < t tabel 
Ha diterima jika t hitung> t tabel 
 
3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji – F) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan 
membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan 
yaitu 0,05. 
Bentuk pengujiannya adalah : 
Ho : b1=b2=b3=0 , artinya variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 
dan belanja modal secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
ha : b1≠b2≠b3≠0 , artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan 
belanja modal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kriteria pengambilan keputusan : 
Ho diterima jika F hitung< F tabel 
Ha diterima jika F hitung> F tabel 
 
3.9.3 Koefisien Determinasi (R2) 
Pengujian Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur proporsi 
atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi 
naik turunnya variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol 
sampai dengan satu ( 0≤ R2 ≤ 1 ). Hal ini berarti bila R2 = 0 menunjukan tidak 
adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila 
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R2 semakin besar mendekati 1, menunjukan semakin kuatnya pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen dan bila R2 semakin kecil mendekati nol 
maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
4.1  Deskripsi Objek Penelitian 
Objek penelitian yang digunakan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Populasi dalam penelitian ini adalah 
Laporan Realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 
Kabupaten Sappeng dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 
dasar harga kostan periode 2006-2012. Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu perangkat yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. 
Kabupaten Soppeng beribukota di Kecamatan Lalabata yang secara 
administratif berbatasan dengan :  
1. Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara.  
2. Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone di sebelah timur.  
3. Kabupaten Bone di sebelah selatan.  
4. Kabupaten Barru di sebelah barat. 
 
4.2 Statistik Deskriptif 
4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  
Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini. Variabel 
independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi 
Umum (X2), dan Belanja Modal (X3) sedangkan variabel dependen yang 
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digunkan yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Data observasi dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 
Mean Std. Deviation N 
Pertumbuhan Ekonomi 5.7124E5 5.16584E5 32 
Pendapatan Asli Daerah 
4.1096E9 2.05142E9 32 
Dana Alokais Umum 
7.8832E10 2.55886E10 32 
Belanja Modal 2.4931E10 2.74398E10 32 
       Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013. 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan 
adalah sebanyak 32 sampel. Selain itu rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 
5.7124 dengan standar deviasi 5.16584, rata-rata pendapatan asli daerah adalah 
4.1096 dengan standar deviasi 2.05142, rata-rata dana alokasi umum adalah 
7.8832 dengan standar deviasi 2.74398, rata-rata belanja modal adalah 2.4931 
dengan standar deviasi 2.74398. 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
       Uji asumsi klasik dilakukan untuk meyakinkan bahwa model regresi yang 
digunakan adalah baik, tidak bias, dan dapat digunakan untuk memperoleh hasil 
penelitian. Model regresi diharapkan dapat memenuhi asumsi normalitas, 
terbebas dari multikolinearitas, tidak ada masalah heteroskedastisitas, dan tanpa 
masalah autokorelasi. 
 
4.2.2.1Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang 
artinya data tersebut harus terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara yang 
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bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi yang paling umum digunakan adalah 
Normal P-P Plot. Pada Normal P-P Plot prinsip normalitas dapat dideteksi 
dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan 
melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Gambar 4.1 di bawah terlihat data (titik) menyebar di sekitar garis 
diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang 
artinya uji normalitas terpenuhi. Untuk mendeteksi atau membuktikan uji 
normalitas, gambar 4.1 berikut menunjukkan hasil uji normalitas nilai residual 
data penelitian ini:   
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang 
tinggi antar variabel bebas (independent) dalam suatu model regresi. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
Untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Inflation 
Factor (VIF) dan Tolerance Value pada model regresi yang digunakan sebagai 
acuan. Apabila nilai VIF > 5, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 5, 
tidak terjadi multikolinearitas. Untuk analisisnya dengan SPSS, disajikan output 
atau hasil uji multikolinearitas pada tabel "Coefficients"  seperti berikut ini: 
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
Pendapatan Asli Daerah (X1) 
Dana Alokasi Umum (x2)  
Belanja Modal (X3) 
0,681 
0,657 
0.652 
1,468 
1,522 
1,535 
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)                              
Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013. 
 
 Dengan menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor 
(VIF) dapat dilihat bahwa VIF pendapatan asli daerah adalah 1,468 < 5, dana 
alokasi umum adalah 1,522 < 5 dan belanja modal adalah 1,535 < 5. Tolerance 
variabel bebas pendapatan asli daerah adalah (0,681 = 68,1%), dana alokasi 
umum adalah (0,657 = 65,7 %) dan belanja modal adalah (0,652 = 65,2 %). 
Diatas 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi 
multikolinieritas. 
 
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Metode scatterplot adalah metode yang digunakan untuk menguji 
heteroskedastisitas dengan melihat pola penyebaran titik-titik dalam scatterplot 
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tersebut. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, dilakukan dengan melihat grafik 
plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya 
(SRESID). Variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain diharapkan sama (homoskedastisitas). Homoskedastisitas tampak dari pola 
penyebaran tik-titik yang tidak jelas. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:  
a. Jika pada scatterplot titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar maupun menyempit), maka mengindikasikan 
telah terjadi heteroskedastisitas.  
b. Jika pada scatterplot titik-titiknya menyebar di atas maupun di bawah 
angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). 
Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 
Gambar 4.2 
Output Pengujian Heteroskedastisitas 
 
  Sumber: Data Sekunder. Diolah.2013. 
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 Grafik scatterplot tersebut memperlihatkan penyebaran titik-titik tidak 
membentuk pola tertentu yang berarti model regresi dalam penelitian ini terbebas 
dari masalah heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. 
 
4.2.2.4 Uji Autokorelasi 
            Model regresi yang baik adalah model regresi yang harus terbebas dari 
masalah autokorelasi atau tidak memiliki masalah autokorelasi karena jika terjadi 
maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. Masalah ini timbul karena 
residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 
yang lainnya dalam observasi runtut waktu atau jika ada korelasi secara linier 
antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode 
t-1 (sebelumnya).  
            Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi 
dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Nilai Durbin-Watson dibawah -2 (DW < -2) berarti terjadi autokorelasi positif. 
b. Nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan 2 (-2 ≤ DW ≤ 2) berarti tidak 
terjadi autokorelasi. 
c. Nilai Durbin-Watson diatas 2 (DW > 2) berarti terjadi autokorelasi negatif. 
Pada tabel 4.3 dibawah ini akan disajikan hasil pengujian autokorelasi: 
Tabel 4.3 
Output Pengujian Autokorelasi 
Model Summaryb 
 
Model Durbin-Watson 
1 0,451a 
 
a.    Predictors: (Constant), DAU (X3), PAD (X2), PE (X1) 
b.    Dependent Variable: Belanja Modal (Y1) 
                        Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013. 
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Dari hasil olah data diatas, ditemukan Durbin-Watson test yaitu 0,451 dan 
DW tersebut berada di antara 2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut tidak terjadi autokorelasi. 
 
4.3 Uji Hipotesis  
4.3.1 Model Analisis Regresi Berganda 
       Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh signifikan antara tiga atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat 
baik secara parsial maupun simultan. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, 
model analisis regresi berganda yang terbentuk perlu diketahui untuk 
menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Koefisien variabel-variabel analisis regresi berganda dalam penelitian ini 
berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS 17 adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.4 Koefisien Variabel Independen 
Coefficientsa 
 
  
  
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
B Std. Error Beta 
1       (Constant) 798699.497 361699.276 
 
Pendapatan Asli Daerah 
6.435E-5 .000 .256 
Dana Alokasi Umum (X2) 
-3.928E-6 .000 -.195 
Belanja Modal  (X3) 
-7.311E-6 .000 -.388 
a.    Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)                                             
Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013. 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi 
berganda sebagai berikut: 
 
Y = 798699.497 + 6.435 X1 + (-3.928)X2 + (-7.311) X3 
 
Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bagaimana pengaruh 
pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan belanja modal (X3) 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil di atas memberikan pemahaman 
bahwa jika tidak terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi 
umum (DAU), dan belanja modal maka besarnya pertumbuhan ekonomi 
diprediksi sebesar 798699.497 berdasarkan nilai konstanta (a). Selanjutnya nilai 
koefisien regresi pendapatan asli daerah (b1) = 6.435 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan/penurunan satu satuan pertumbuhan ekonomi maka akan 
meningkatkan/menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 6.435 satuan. Nilai 
koefisien regresi dana alokasi umum (b2) = 3.928 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan/penurunan satu satuan pertumbuhan ekonomi maka akan 
meningkatkan/menurunkan dana alokasi umum sebesar 3.928 satuan. Demikian 
pula dengan nilai koefisien regresi belanja modal (b3) = -7.311 menunjukkan 
bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan pertumbuhan ekonomi maka 
akan meningkatkan/menurunkan belanja modal sebesar -7.311 satuan.   
 
4.3.2 Uji Parsial (t-test) 
           Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Tabel 4.5 di bawah ini 
menunjukkan hasil uji korelasi parsial antara kinerja sosial dan kinerja lingkungan 
dengan kinerja keuangan pada perusahaan. Dasar pengambilan keputusan : 
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a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. 
Apabila t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 
Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 
b. Dengan melihat nilai probabilitas signifikan 
Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 
Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. 
Tabel 4.5 Hasil Uji Signifikansi Parsial 
 
Coefficients
a
 
Model                
Unstandardized Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Constant) 798699.497 361699.276 
 
2.208 .036 
Pendapatan Asli 
Daerah 
6.435E-5 .000 .256 1.179 .248 
Dana Alokais Umum -3.928E-6 .000 -.195 -.881 .386 
Belanja Modal -7.311E-6 .000 -.388 -1.752 .091 
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi    
    Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013 
 Berdasarkan pengujian pada tabel 4.5 di atas ini, hasil uji hipotesis dapat  
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis, terlihat nilai probabilitas signifikannya 
(sig.) adalah 0.248> 0,05 dan diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 1.179< 
1,695. Hal ini berarti pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 1 ini tidak terbukti secara 
empiris sehingga tidak dapat diterima. 
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b. Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara dana 
alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan hasil 
uji hipotesis, terlihat nilai probabilitas signifikannya (sig.) adalah 0.386> 
0,05 dan di peroleh nilai t hitung > t tabel yaitu -0,881<1,695. Hal ini berarti 
dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hipotesis 2 ini tidak terbukti secara empiris sehingga tidak dapat 
diterima. 
c. Hipotesis 3 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja 
modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji hipotesis, 
terlihat nilai probabilitas signifikannya (sig.) adalah 0,091> 0,05 dan 
diperoleh nilai t hitung> t tabel yaitu -1,752<1,695. Hal ini berarti belanja 
modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Hipotesis 3 ini tidak terbukti secara empiris sehingga tidak dapat diterima. 
 
4.3.3 Uji Simultan (F-test)  
Berikut adalah hasil uji signifikanasi simultan: 
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikan Simultan 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 
8.537E11 3 2.846E11 1.074 .376
a
 
Residual 
7.419E12 28 2.650E11 
  
Total 8.273E12 31 
   
a.  Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokais Umum 
b.Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013 
Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikansi = 0,376 > 0,05 dan 
diperoleh nilai F hitung> F tabel (1.074<4,160) maka dapat dikatan koefisien regresi  
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tidak signifikan. Disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi secara simultan. 
 
4.3.4 Koefisien Determinasi (R2)  
Koefisien determinasi (R2) digunakan seberapa besar peranan variabel 
bebas (independen) yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan 
dana alokasi umum secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi 
pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.7 Output Pengujian Koefisien Determinasi 
Model Summary 
 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.321a .103 .007 5.14745E5 
a. Predictors: (costant), DAU (X3), PAD (X2), PDRB (X1)  
b. Dependen Variable: Belanja Modal (Y) 
Sumber: Data Sekunder.Diolah.2013 
Nilai square (R2) pada tabel 4.7 menunjukkan nilai 0,103 yangberarti 10,3 
% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel 
independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal. 
Sedangkan sisanya 89,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 
4.4 Pembahasan  
1. Hipotesis Pertama (H1) 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian 
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variabel pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa pendapatan 
asli daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
Hal ini terbukti pada nilai t hitung  (1,179) lebih kecil dari t tabel (1,695) 
dengan nilai signifikansi (0,248) lebih besar dari batas signifikansi (0,05). 
Karena t hitung lebih kecil dari t tabel maka HO diterima dan Ha ditolak, 
artinya tidak ada pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah 
terdahap pertumban ekonomi. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Setiyawati (2007) yang mencoba meneliti hubungan antara 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan 
belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan 
pengangguran. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
2. Hipotesis kedua (H2) 
Hipotesis dua menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian 
variabel dana alokasi umum dapat disimpulkan bahwa dana alokasi 
umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 
terbukti pada nilai t hitung  (-0,881) lebih kecil dari t tabel (1,695) dengan 
nilai signifikansi (0,386) lebih besar dari batas signifikansi (0,05). Karena t 
hitung lebih kecil dari t tabel maka HO diterima dan Ha ditolak, artinya 
tidak ada pengaruh signifikan antara dana alokasi umum terdahap 
pertumbuhan ekonomi. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Fabianus (2012) yang mencoba meneliti analisis pengaruh dana 
alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di daerah yogyakarta dengan belanja daerah 
sebagai variabel intervening. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa  dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh 
signifikan positif terhadap belanja daerah. Belanja daerah berpengaruh 
signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum 
dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui belanja daerah sebagai variabel intervening. 
3. Hipotesis Ketiga  
Hipotesis tiga menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian variabel 
belanja modal dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti 
pada nilai t hitung  (-1,752) lebih kecil dari t tabel (1,695) dengan nilai 
signifikansi (0,091) lebih besar dari batas signifikansi (0,05). Karena t 
hitung lebih kecil dari t tabel maka HO diterima dan Ha ditolak, artinya 
tidak ada pengaruh yang signifikan antara belanja modal terdahap 
pertumbuhan ekonomi. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Harianto dan Hariadi (2007) yang mencoba meneliti hubungan 
antara dana alokasi umum, belanja modal, dan pendapatan per kapita 
yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan 
positif terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah 
berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan per kapita. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap 
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2012, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Setiyawati (2007) yang mencoba meneliti hubungan antara 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan 
belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan 
pengangguran. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Fabianus (2012) yang mencoba meneliti analisis pengaruh 
dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/kota di daerah yogyakarta dengan belanja daerah 
sebagai variabel intervening. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DAU 
dan PAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap belanja daerah. 
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Belanja daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. DAU dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui belanja daerah sebagai variabel intervening. 
3. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto 
dan Hariadi (2007) yang mencoba meneliti hubungan antara dana alokasi 
umum, belanja modal, dan pendapatan per kapita yang menunjukkan 
bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap 
pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan 
positif terhadap pendapatan per kapita. 
4. Variasi atau perubahan dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 10,3% 
dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal. Sedangkan sisanya 
89,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
5.2 Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang dipoleh dari 
penelitian ini maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu 
penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat 
dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.  
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan 
lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain 
baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah 
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lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan 
kondisi makroekonomi.  
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih menambah 
kabupaten/kota yang diteliti, sehingga akan diperoleh sampel yang lebih 
banyak dan hasil yang lebih akurat.  
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng diharapkan lebih 
mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum 
diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap 
sumber dana Ekstern dapat diminimalisir. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan 
perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. 
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu, 
yaitu satu kabupaten/kota di sulawesi selatan. Hal ini menyebabkan 
hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi 
sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh 
kabupaten/kota yang ada di sulawesi selatan. 
2. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang 
memberikan konstribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 
3. Penelitian hanya dilakukan untuk periode delapan tahun yaitu 2005-
2012 yang disebabkan oleh keterbatasan akses perolehan data. 
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Lampiran 2 
Regression 
 
Notes 
Output Created 26-Feb-2014 19:22:04 
Comments  
Input Data E:\FDq\DATA  ORANG\data 1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
32 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV 
CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X.1 X.2 X.3 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) 
NORM(ZRESID). 
 
Resources Processor Time 00:00:04.805 
Elapsed Time 00:00:03.885 
Memory Required 1948 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
896 bytes 
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Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pertumbuhan Ekonomi 5.7124E5 5.16584E5 32 
Pendapatan Asli Daerah 4.1096E9 2.05142E9 32 
Dana Alokais Umum 7.8832E10 2.55886E10 32 
Belanja Modal 2.4931E10 2.74398E10 32 
 
 
Correlations 
  Pertumbuhan 
Ekonomi 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Dana Alokais 
Umum 
Belanja 
Modal 
Pearson 
Correlation 
Pertumbuhan Ekonomi 1.000 .070 .028 -.234 
Pendapatan Asli Daerah .070 1.000 .311 .323 
Dana Alokais Umum .028 .311 1.000 -.369 
Belanja Modal -.234 .323 -.369 1.000 
Sig. (1-tailed) Pertumbuhan Ekonomi . .352 .439 .099 
Pendapatan Asli Daerah .352 . .041 .036 
Dana Alokais Umum .439 .041 . .019 
Belanja Modal .099 .036 .019 . 
N Pertumbuhan Ekonomi 32 32 32 32 
Pendapatan Asli Daerah 32 32 32 32 
Dana Alokais Umum 32 32 32 32 
Belanja Modal 32 32 32 32 
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Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Belanja Modal, 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokais Umum
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .321
a
 .103 .007 5.14745E5 .451 
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokais Umum 
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi  
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.537E11 3 2.846E11 1.074 .376
a
 
Residual 7.419E12 28 2.650E11   
Total 8.273E12 31    
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokais Umum 
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi   
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 798699.497 361699.276  2.208 .036   
Pendapatan Asli 
Daerah 
6.435E-5 .000 .256 1.179 .248 .681 1.468 
Dana Alokais Umum -3.928E-6 .000 -.195 -.881 .386 .657 1.522 
Belanja Modal -7.311E-6 .000 -.388 -1.752 .091 .652 1.535 
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi      
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Dana Alokasi 
Umum 
Belanja 
Modal 
1 1 3.369 1.000 .01 .01 .00 .02 
2 .491 2.619 .01 .00 .02 .54 
3 .107 5.612 .15 .85 .02 .08 
4 .032 10.211 .84 .14 .95 .36 
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi    
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2.6190E5 9.1249E5 5.7124E5 1.65944E5 32 
Residual -5.86482E5 1.02583E6 .00000 4.89205E5 32 
Std. Predicted Value -1.864 2.056 .000 1.000 32 
Std. Residual -1.139 1.993 .000 .950 32 
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi   
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Lampiran 3 
 
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN I 2008 
 
                  Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
 Januari Februari  Maret 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 13,419,093,406.00 - 796,382,398.00 1,042,422,010.00 1,154,362,146.00 2,993,166,554.00 2,993,166,554.00 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,274,332,000.00 - 4,496,500.00 10,820,500.00 314,845,640.00 330,162,640.00 330,162,640.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 7,014,589,529.00 - 353,478,785.00 416,860,466.00 414,190,722.00 1,184,529,973.00 1,184,529,973.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,006,587,877.00 - - - - - - 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,123,584,000.00 - 438,407,113.00 614,741,044.00 425,325,784.00 1,478,473,941.00 1,478,473,941.00 
4.2 Dana Perimbangan 393,399,964,826.00 - 26,481,430,664.00 40,289,812,399.00 26,765,731,352.00 93,536,974,415.00 93,536,974,415.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,785,861,826.00 - 24,687,664.00 23,169,399.00 308,988,352.00 356,845,415.00 356,845,415.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 317,480,920,000.00 - 26,456,743,000.00 26,456,743,000.00 26,456,743,000.00 79,370,229,000.00 79,370,229,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 46,133,183,000.00 - - 13,809,900,000.00 - 13,809,900,000.00 13,809,900,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33,200,715,605.00 - 190,287,000.00 190,287,000.00 194,787,000.00 575,361,000.00 575,361,000.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 5,387,894,605.00 - - - - - - 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19,875,730,000.00 - 190,287,000.00 190,287,000.00 194,787,000.00 575,361,000.00 575,361,000.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,937,091,000.00 - - - - - - 
 Jumlah Pendapatan 440,019,773,837.00 - 27,468,100,062.00 41,522,521,409.00 28,114,880,498.00 97,105,501,969.00 97,105,501,969.00 
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5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 280,762,910,971.51 - 12,966,629,640.00 14,672,842,376.00 13,931,248,597.00 41,570,720,613.00 41,570,720,613.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 218,089,019,546.00 - 12,966,629,640.00 14,468,572,376.00 13,074,488,597.00 40,509,690,613.00 40,509,690,613.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,753,394,850.00 - - 30,020,000.00 12,510,000.00 42,530,000.00 42,530,000.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,750,000,000.00 - - - - - - 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 16,340,591,000.00 - - 174,250,000.00 844,250,000.00 1,018,500,000.00 1,018,500,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 11,490,926,673.00 - - - - - - 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 230,155,009.00 - - - - - - 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 23,108,823,893.51 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 228,274,303,475.00 - - 1,320,079,720.00 4,915,031,481.00 6,235,111,201.00 6,235,111,201.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 19,220,689,200.00 - - 132,600,000.00 1,336,335,000.00 1,468,935,000.00 1,468,935,000.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 70,714,124,297.00 - - 897,001,720.00 3,008,324,331.00 3,905,326,051.00 3,905,326,051.00 
5.2.03 Belanja Modal 138,339,489,978.00 - - 290,478,000.00 570,372,150.00 860,850,150.00 860,850,150.00 
Jumlah Belanja 509,037,214,446.51 - 12,966,629,640.00 15,992,922,096.00 18,846,280,078.00 47,805,831,814.00 47,805,831,814.00 
Surplus / (Defisit) (69,017,440,609.51) - 49,299,670,155.00 49,299,670,155.0 
6 Pembiayaan         -        -       -          -            -             -  
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 73,521,313,847.51 - 2,550,000.00 10,128,636.00 159,331,295.00 172,009,931.00 172,009, 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 73,521,313,847.51 - - - - - - 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - 2,550,000.00 4,500,000.00 159,331,295.00 166,381,295.00 166,381,295.00 
6.1.07 Penerimaan Piutang TP/ TGR - - - 5,628,636.00 - 5,628,636.00 5,628,636.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan   73,521,313,847.51 -  172,009,931.00  172,009,931.00 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,503,873,238.00 - - 166,666,666.00 83,333,333.00 249,999,999.00 249,999,999.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 - - - - - - 
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6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,503,873,238.00 - - 166,666,666.00 83,333,333.00 249,999,999.00 249,999,999.00 
6.2.04 Pemberian Pinjaman daerah - - - - - - - 
6.2.05 Pembayaran Utang Belanja - - - - - - - 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,503,873,238.00 - 249,999,999.00 249,999,999.00 
Pembiayaan Neto 69,017,440,609.51 - (77,990,068.00) (77,990,068.00) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - - 49,221,680,087.00 49,221,680,087.00 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN II 2008 
 
                Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
   April Mei                Juni 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 13,419,093,406.00 2,993,166,554.00 1,116,075,016.00 1,634,651,438.00 2,460,997,980.11 5,211,724,434.11 8,204,890,988.11 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,274,332,000.00 330,162,640.00 182,090,995.00 159,147,815.00 188,660,580.00 529,899,390.00    860,062,030.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 7,014,589,529.00 1,184,529,973.00 576,642,378.00 1,480,722,514.00 769,475,011.00 2,826,839,903.00    4,011,369,876.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,006,587,877.00 -                    2,500,000.00 -            916,587,877.11 919,087,877.11   919,087,877.11 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,123,584,000.00 1,478,473,941.00 354,841,643.00 (5,218,891.00) 586,274,512.00 935,897,264.00   2,414,371,205.00 
4.2 Dana Perimbangan 393,399,964,826.00 93,536,974,415.00 28,610,108,265.00 27,415,528,953.00 31,540,785,363.00 87,566,422,581.00  181,103,396,996.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,785,861,826.00 356,845,415.00 2,053,182,265.00 958,785,953.00 5,084,042,363.00 8,096,010,581.00   8,452,855,996.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 317,480,920,000.00 79,370,229,000.00 26,456,743,000.00 26,456,743,000.00 26,456,743,000.00 79,370,229,000.00  158,740,458,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 46,133,183,000.00 13,809,900,000.00 100,183,000.00       -                     -                            100,183,000.00           13,910,083,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33,200,715,605.00 575,361,000.00 1,530,207,591.00 1,395,789,252.00 8,140,579,000.00 11,066,575,843.00  11,641,936,843.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah -          -  -            -          -   
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 5,387,894,605.00 - 1,339,920,591.00 1,205,502,252.00 - 2,545,422,843.00 2,545,422,843.00 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19,875,730,000.00 575,361,000.00 190,287,000.00 190,287,000.00 8,140,579,000.00 8,521,153,000.00 9,096,514,000.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,937,091,000.00 - - - - - - 
 Jumlah Pendapatan 440,019,773,837.00 97,105,501,969.00 31,256,390,872.00 30,445,969,643.00 42,142,362,343.11 103,844,722,858.11 200,950,224,827.11 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 280,762,910,971.51 41,570,720,613.00 23,994,621,591.00 25,517,626,970.00 33,084,182,915.00 82,596,431,476.00 124,167,152,089.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 218,089,019,546.00 40,509,690,613.00 22,395,676,009.00 21,347,857,523.00 31,041,830,240.00 74,785,363,772.00 115,295,054,385.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,753,394,850.00 42,530,000.00 568,040,573.00 10,010,000.00 8,760,000.00 586,810,573.00 629,340,573.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,750,000,000.00 - - - - - - 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 16,340,591,000.00 1,018,500,000.00 800,750,000.00 942,300,000.00 884,500,000.00 2,627,550,000.00 3,646,050,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 11,490,926,673.00 - - 3,217,459,447.00 1,149,092,675.00 4,366,552,122.00 4,366,552,122.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  230,155,009.00 - 230,155,009.00 - - 230,155,009.00  230,155,009.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 23,108,823,893.51 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 228,274,303,475.00 6,235,111,201.00 5,097,218,393.00 5,499,325,395.00 8,558,966,498.00 19,155,510,286.00 25,390,621,487.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 19,220,689,200.00 1,468,935,000.00 1,215,072,241.00 1,030,208,500.00 1,630,171,325.00 3,875,452,066.00 5,344,387,066.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 70,714,124,297.00 3,905,326,051.00 3,389,312,392.00 4,008,737,195.00 5,079,451,173.00 12,477,500,760.00 16,382,826,811.00 
5.2.03 Belanja Modal 138,339,489,978.00 860,850,150.00 492,833,760.00 460,379,700.00 1,849,344,000.00 2,802,557,460.00 3,663,407,610.00 
 Jumlah Belanja 509,037,214,446.51 47,805,831,814.00 29,091,839,984.00 31,016,952,365.00 41,643,149,413.00 101,751,941,762.00 149,557,773,576.00 
 Surplus / (Defisit) (69,017,440,609.51) 49,299,670,155.00 2,092,781,096.11 51,392,451,251.11 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 73,521,313,847.51 172,009,931.00 2,080,000.00 6,402,452.31 23,259,954.53 31,742,406.84 203,752,337.84 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya               73,521,313,847.51        -                   -                    -                                    -         - - 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 166,381,295.00 2,080,000.00 - 4,400,000.00 6,480,000.00 172,861,295.00 
6.1.07 Penerimaan Piutang TP/ TGR - 5,628,636.00 - 6,402,452.31 18,859,954.53 25,262,406.84 30,891,042.84 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 73,521,313,847.51 172,009,931.00 -                        -                                            - 31,742,406.84 203,752,337.84 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,503,873,238.00 249,999,999.00 550,265,498.00 2,083,333,333.00 83,333,333.00 2,716,932,164.00 2,966,932,163.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 - - 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,503,873,238.00 249,999,999.00 550,265,498.00 83,333,333.00 83,333,333.00 716,932,164.00 966,932,163.00 
6.2.04 Pemberian Pinjaman daerah - - - - - - - 
6.2.05 Pembayaran Utang Belanja - - - - - - - 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,503,873,238.00 249,999,999.00   2,716,932,164.00 2,966,932,163.00 
Pembiayaan Neto 69,017,440,609.51 (77,990,068.00)   (2,685,189,757.16) (2,763,179,825.16) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 49,221,680,087.00   (592,408,661.05) 48,629,271,425.95 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN III 2008 
                  Realisasi  
 
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
 Juli   Agustus             September 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 13,419,093,406.00 8,204,890,988.11 1,071,651,688.00 1,220,354,376.25 956,053,982.00 3,248,060,046.25 11,452,951,034.36 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,274,332,000.00 860,062,030.00 173,707,525.00 152,936,240.00 143,775,935.00 470,419,700.00 1,330,481,730.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 7,014,589,529.00 4,011,369,876.00 537,871,944.00 637,579,472.00 539,275,394.00 1,714,726,810.00 5,726,096,686.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,006,587,877.00 919,087,877.11 - - - -  919,087,877.11 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,123,584,000.00 2,414,371,205.00 360,072,219.00 429,838,664.25 273,002,653.00 1,062,913,536.25 3,477,284,741.25 
4.2 Dana Perimbangan 393,399,964,826.00 181,103,396,996.00 32,330,280,743.00 27,160,542,849.00 53,398,989,787.00 112,889,813,379.00 293,993,210,375.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,785,861,826.00 8,452,855,996.00 5,873,537,743.00 703,799,849.00 485,503,787.00 7,062,841,379.00 15,515,697,375.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 317,480,920,000.00 158,740,458,000.00 26,456,743,000.00 26,456,743,000.00 52,913,486,000.00 105,826,972,000.00 264,567,430,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus  46,133,183,000.00 13,910,083,000.00    -                   -                       -                                -   13,910,083,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33,200,715,605.00 11,641,936,843.00 1,460,678,989.00 4,557,892,443.00 380,574,000.00 6,399,145,432.00 18,041,082,275.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah -  -  -  - -              - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 5,387,894,605.00 2,545,422,843.00 1,270,391,989.00 - - 1,270,391,989.00 3,815,814,832.00 
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4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19,875,730,000.00 9,096,514,000.00 190,287,000.00 190,287,000.00 380,574,000.00 761,148,000.00 9,857,662,000.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,937,091,000.00 - - 4,367,605,443.00 - 4,367,605,443.00 4,367,605,443.00 
 Jumlah Pendapatan 440,019,773,837.00 200,950,224,827.11 34,862,611,420.00 32,938,789,668.25 54,735,617,769.00 122,537,018,857.25 323,487,243,684.36 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 280,762,910,971.51 124,167,152,089.00 17,149,211,959.00 20,712,767,430.00 33,997,477,443.00 71,859,456,832.00 196,026,608,921.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 218,089,019,546.00 115,295,054,385.00 16,462,851,959.00 16,006,492,389.00 31,687,546,692.00 64,156,891,040.00 179,451,945,425.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,753,394,850.00 629,340,573.00 7,510,000.00 6,260,000.00 521,680,751.00 535,450,751.00 1,164,791,324.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,750,000,000.00  -   - 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 16,340,591,000.00 3,646,050,000.00 678,850,000.00 793,100,000.00 988,250,000.00 2,460,200,000.00 6,106,250,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 11,490,926,673.00 4,366,552,122.00 -                  3,906,915,041.00 - 3,906,915,041.00 8,273,467,163.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 230,155,009.00  230,155,009.00 - -  -                     230,155,009.00 
5.1.08  Belanja Tidak Terduga 23,108,823,893.51 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 228,274,303,475.00 25,390,621,487.00 13,467,366,322.00 13,577,311,814.00 29,325,834,539.00 56,370,512,675.00 81,761,134,162.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 19,220,689,200.00 5,344,387,066.00 1,294,151,975.00 849,695,000.00 2,993,830,838.00 5,137,677,813.00 10,482,064,879.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 70,714,124,297.00 16,382,826,811.00 5,340,214,907.00 4,722,401,004.00 6,703,736,596.00 16,766,352,507.00 33,149,179,318.00 
5.2.03 Belanja Modal 138,339,489,978.00 3,663,407,610.00 6,832,999,440.00 8,005,215,810.00 19,628,267,105.00 34,466,482,355.00 38,129,889,965.00 
 Jumlah Belanja 509,037,214,446.51 149,557,773,576.00 30,616,578,281.00 34,290,079,244.00 63,323,311,982.00 128,229,969,507.00 277,787,743,083.00 
 Surplus / (Defisit) (69,017,440,609.51) 51,392,451,251.11  (5,692,950,649.75) 45,699,500,601.36 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 73,521,313,847.51 203,752,337.84 21,775,000.00 4,200,000.00 25,000,000.00 50,975,000.00 254,727,337.84 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 73,521,313,847.51 - - - - - - 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah -              172,861,295.00 - 4,200,000.00 - 4,200,000.00 177,061,295.00 
6.1.07 Penerimaan Piutang TP/ TGR -                 30,891,042.84 21,775,000.00 - 25,000,000.00 46,775,000.00 77,666,042.84 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 73,521,313,847.51 203,752,337.84 50,975,000.00 254,727,337.84 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,503,873,238.00 2,966,932,163.00 83,333,333.00 93,333,333.00 1,047,883,967.00 1,224,550,633.00 4,191,482,796.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - - - - 2,000,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,503,873,238.00 966,932,163.00 83,333,333.00 83,333,333.00 1,047,883,967.00 1,214,550,633.00 2,181,482,796.00 
6.2.04 Pemberian Pinjaman daerah - - - - - - - 
6.2.05 Pembayaran Utang Belanja - - - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,503,873,238.00 2,966,932,163.00 1,224,550,633.00 4,191,482,796.00 
 Pembiayaan Neto 69,017,440,609.51 (2,763,179,825.16) (1,173,575,633.00) (3,936,755,458.16) 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA -  48,629,271,425.95 (6,866,526,282.75) 41,762,745,143.20 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN IV 2008 
 
        Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu  Jumlah   Total 
 
                                                                                    Oktober                        November                 Desember 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 13,419,093,406.00 11,452,951,034.36 1,383,636,655.00 889,084,277.00 3,735,109,017.16 6,007,829,949.16 17,460,780,983.52 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,274,332,000.00 1,330,481,730.00 133,330,285.00 19,985,400.00 508,535,772.00 661,851,457.00 1,992,333,187.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 7,014,589,529.00 5,726,096,686.00 692,660,769.00 466,398,065.00 2,763,407,391.41 3,922,466,225.41 9,648,562,911.41 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,006,587,877.00 919,087,877.11 - - 15,000,000.00 15,000,000.00 934,087,877.11 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,123,584,000.00 3,477,284,741.25 557,645,601.00 402,700,812.00 448,165,853.75 1,408,512,266.75 4,885,797,008.00 
4.2 Dana Perimbangan 393,399,964,826.00 293,993,210,375.00 3,471,193,240.00 66,778,006,091.00 27,889,933,465.00 98,139,132,796.00 392,132,343,171.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,785,861,826.00 15,515,697,375.00 3,471,193,240.00 54,615,091.00 9,476,733,465.00 13,002,541,796.00 28,518,239,171.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 317,480,920,000.00 264,567,430,000.00 - 52,913,491,000.00 - 52,913,491,000.00 317,480,921,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 46,133,183,000.00 13,910,083,000.00 - 13,809,900,000.00 18,413,200,000.00 32,223,100,000.00 46,133,183,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33,200,715,605.00 18,041,082,275.00 2,922,895,437.00 1,234,033,168.00 16,459,212,488.00 20,616,141,093.00 38,657,223,368.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 5,387,894,605.00 3,815,814,832.00 1,600,046,937.00 853,458,368.00 2,287,137,431.00 4,740,642,736.00 8,556,457,568.00 
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4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19,875,730,000.00 9,857,662,000.00 - 380,574,800.00 11,925,438,000.00 12,306,012,800.00 22,163,674,800.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,937,091,000.00 4,367,605,443.00 1,322,848,500.00 - 2,246,637,057.00 3,569,485,557.00 7,937,091,000.00 
 Jumlah Pendapatan 440,019,773,837.00 323,487,243,684.36 7,777,725,332.00 68,901,123,536.00 48,084,254,970.16 124,763,103,838.16 448,250,347,522.52 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 280,762,910,971.51 196,026,608,921.00 4,002,791,459.00 21,049,533,731.00 25,107,013,729.00 50,159,338,919.00 246,185,947,840.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 218,089,019,546.00 179,451,945,425.00 861,338,459.00 15,753,731,628.00 16,537,683,531.00 33,152,753,618.00 212,604,699,043.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,753,394,850.00 1,164,791,324.00 3,760,000.00 2,510,000.00 10,003.00 6,280,003.00 1,171,071,327.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,750,000,000.00 800,000,000.00 500,000,000.00 4,450,000,000.00 130,000,000.00 5,080,000,000.00 5,880,000,000.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 16,340,591,000.00 6,106,250,000.00 2,637,693,000.00 843,292,103.00 5,221,860,685.00 8,702,845,788.00 14,809,095,788.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 11,490,926,673.00 8,273,467,163.00 - - 3,217,459,510.00 3,217,459,510.00 11,490,926,673.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 230,155,009.00 230,155,009.00 - - - - 230,155,009.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 23,108,823,893.51 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 228,274,303,475.00 81,761,134,162.00 17,276,764,767.00 28,326,719,441.00 89,467,040,096.00 135,070,524,304.00 216,831,658,466.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 19,220,689,200.00 10,482,064,879.00 636,191,200.00 1,567,880,559.00 6,254,386,934.00 8,458,458,693.00 18,940,523,572.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 70,714,124,297.00 33,149,179,318.00 3,586,652,514.00 4,988,240,942.00 21,537,664,826.00 30,112,558,282.00 63,261,737,600.00 
5.2.03 Belanja Modal 138,339,489,978.00 38,129,889,965.00 13,053,921,053.00 21,770,597,940.00 61,674,988,336.00 96,499,507,329.00 134,629,397,294.00 
 Jumlah Belanja  509,037,214,446.51 277,787,743,083.00 21,279,556,226.00 49,376,253,172.00 114,574,053,825.00 185,229,863,223.00 463,017,606,306.00 
 Surplus / (Defisit) (69,017,440,609.51) 45,699,500,601.36 (60,466,759,384.84) (14,767,258,783.48) 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 73,521,313,847.51 254,727,337.84 13,500,000.00 - 73,593,435,888.19 73,606,935,888.19 73,861,663,226.03 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 73,521,313,847.51 - - - 73,475,132,112.51 73,475,132,112.51 73,475,132,112.51 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - 500,000.00 - 5,281,179.43 5,781,179.43 5,781,179.43 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 177,061,295.00 13,000,000.00 - 43,511,539.00 56,511,539.00 233,572,834.00 
6.1.07 Penerimaan Piutang TP/ TGR - 77,666,042.84 - - 69,511,057.25 69,511,057.25 147,177,100.09 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 73,521,313,847.51 254,727,337.84 73,606,935,888.19 73,861,663,226.03 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,503,873,238.00 4,191,482,796.00 83,333,333.00 83,333,333.00 1,150,458,143.00 1,317,124,809.00 5,508,607,605.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - - - - 2,000,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,503,873,238.00 2,181,482,796.00 83,333,333.00 83,333,333.00 83,333,333.00 249,999,999.00 2,431,482,795.00 
6.2.04 Pemberian Pinjaman daerah - - - - 923,000,000.00 923,000,000.00 923,000,000.00 
6.2.05 Pembayaran Utang Belanja - 10,000,000.00 - - 144,124,810.00 144,124,810.00 154,124,810.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,503,873,238.00 4,191,482,796.00 1,317,124,809.00 5,508,607,605.00 
 Pembiayaan Neto 69,017,440,609.51 (3,936,755,458.16) 72,289,811,079.19 68,353,055,621.03 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 41,762,745,143.20 11,823,051,694.35 53,585,796,837.55 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN I 2009 
 
     Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran           s.d Triwulan Lalu      Jumlah          Total 
                     Januari       Februari                 Maret 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 18,038,539,916.00 - 700,591,029.00 505,318,699.00 709,432,564.00 1,915,342,292.00 1,915,342,292.00 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,339,432,000.00 - 188,042,797.00 13,502,500.00 12,863,000.00 214,408,297.00 214,408,297.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,164,069,189.00 - 406,063,538.00 270,203,273.00 323,505,166.00 999,771,977.00 999,771,977.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,465,966,227.00 - - - - - - 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5,069,072,500.00 - 106,484,694.00 221,612,926.00 373,064,398.00 701,162,018.00 701,162,018.00 
4.2 Dana Perimbangan 408,692,241,821.00 - 53,466,809,521.00 27,092,723.00 70,227,210,929.00 123,721,113,173.00 123,721,113,173.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 34,483,921,821.00 - 16,157,521.00 27,092,723.00 726,858,929.00 770,109,173.00 770,109,173.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 320,709,320,000.00 - 53,450,652,000.00 - 53,450,652,000.00 106,901,304,000.00 106,901,304,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 53,499,000,000.00 - - -  16,049,700,000.00 16,049,700,000.00 16,049,700,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 35,626,342,703.00 - - -  1,423,927,930.00 1,423,927,930.00 1,423,927,930.00 
4.3.02 Dana Darurat - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 7,734,856,903.00 - - -  1,423,927,930.00 1,423,927,930.00 1,423,927,930.00 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20,817,809,000.00 - - - - - - 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,073,676,800.00 - - - - - - 
 Jumlah Pendapatan 462,357,124,440.00 - 54,167,400,550.00 532,411,422.00 72,360,571,423.00 127,060,383,395.00 127,060,383,395.00 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 274,208,072,443.00 - 15,307,976,009.00 15,875,474,761.00 23,917,228,747.00 55,100,679,517.00 55,100,679,517.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 240,463,357,087.00 - 15,307,976,009.00 15,875,474,761.00 22,964,110,079.00 54,147,560,849.00 54,147,560,849.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,435,324,033.00 - - -  461,126,668.00 461,126,668.00 461,126,668.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,564,137,500.00 - - - - - - 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 7,618,400,000.00 - - -  491,992,000.00 491,992,000.00 491,992,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 241,776,290.00 - - - - - - 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,180,626,673.00 - - - - - - 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 704,450,860.00 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 237,131,411,440.00 - - (1,925,000.00) 1,958,914,203.00 1,956,989,203.00 1,956,989,203.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 26,424,182,750.00 - - -  559,795,000.00 559,795,000.00 559,795,000.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 75,552,183,201.00 - - (1,925,000.00) 1,250,820,453.00 1,248,895,453.00 1,248,895,453.00 
5.2.03 Belanja Modal 135,155,045,489.00 - - - 148,298,750.00 148,298,750.00 148,298,750.00 
 Jumlah Belanja  511,339,483,883.00 - 15,307,976,009.00 15,873,549,761.00 25,876,142,950.00 57,057,668,720.00 57,057,668,720.00 
 Surplus / (Defisit) ( 48,982,359,443.00) - 70,002,714,675.00 70,002,714,675.00 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,585,796,837.00 - 53,586,601,717.10 10,362,504.00 - 53,596,964,221.10 53,596,964,221.10 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 53,585,796,837.00 - 53,585,796,837.55 - - 53,585,796,837.55 53,585,796,837.55 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -              -                           804,879.55  10,362,504.00 - 11,167,383.55 11,167,383.55 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah -  -          -  - - - 
6.1.07 Penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga -  -          -  - - -  
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 53,585,796,837.00 -  53,596,964,221.10 53,596,964,221.10 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,603,437,394.00 -        -  - 780,474,457.00 780,474,457.00 780,474,457.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 -        -  - - - 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,603,437,394.00 -        -  - 780,474,457.00 780,474,457.00 780,474,457.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,603,437,394.00 -  780,474,457.00 780,474,457.00 
 Pembiayaan Neto 48,982,359,443.00 -  52,816,489,764.10 52,816,489,764.10 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - -   122,819,204,439.10 122,819,204,439.10 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN II 2009 
 
 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran        s.d Triwulan Lalu  Jumlah Total 
                                                                                                                                                                                                                                            April     Mei       Juni 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 18,038,539,916.00 1,915,342,292.00 1,412,929,125.00 2,588,606,343.47 2,568,488,237.00 6,570,023,705.47 8,485,365,997.47 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,339,432,000.00 214,408,297.00 517,756,986.00 176,858,305.00 187,019,905.00 881,635,196.00 1,096,043,493.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,164,069,189.00 999,771,977.00 645,241,575.00 879,264,126.00 1,401,058,197.00 2,925,563,898.00 3,925,335,875.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,465,966,227.00 - - 1,378,966,227.47 -  1,378,966,227.47 1,378,966,227.47 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5,069,072,500.00 701,162,018.00 249,930,564.00 153,517,685.00 980,410,135.00 1,383,858,384.00 2,085,020,402.00 
4.2 Dana Perimbangan 408,692,241,821.00 123,721,113,173.00 28,544,021,692.00 30,136,104,171.00 28,586,327,861.00 87,266,453,724.00 210,987,566,897.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 34,483,921,821.00 770,109,173.00 1,818,695,692.00 3,410,778,171.00 1,861,001,861.00 7,090,475,724.00 7,860,584,897.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 320,709,320,000.00 106,901,304,000.00 26,725,326,000.00 26,725,326,000.00 26,725,326,000.00 80,175,978,000.00 187,077,282,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 53,499,000,000.00 16,049,700,000,00       16,049,700,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 35,626,342,703.00 1,423,927,930.00 6,256,996,119.00 1,743,419,200.00 679,860,362.00 8,680,275,681.00 10,104,203,611.00 
4.3.02 Dana Darurat -            -               -  - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 7,734,856,903.00 1,423,927,930.00 696,687,119.00 - 679,860,362.00 1,376,547,481.00 2,800,475,411.00 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20,817,809,000.00 -                5,560,309,000.00 - - 5,560,309,000.00 5,560,309,000.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,073,676,800.00 - - 1,743,419,200.00 -  1,743,419,200.00 1,743,419,200.00 
 Jumlah Pendapatan 462,357,124,440.00 127,060,383,395.00 36,213,946,936.00 34,468,129,714.47 31,834,676,460.00 102,516,753,110.47 229,577,136,505.47 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 274,208,072,443.00 55,100,679,517.00 19,564,133,392.00 23,158,665,639.00 40,869,643,018.00 83,592,442,049.00 138,693,121,566.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 240,463,357,087.00 54,147,560,849.00 18,164,383,392.00 18,821,825,290.00 36,363,826,220.00 73,350,034,902.00 127,497,595,751.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,435,324,033.00 461,126,668.00 - - - -  461,126,668.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,564,137,500.00 -                 400,000,000.00 400,000,000.00 775,000,000.00 1,575,000,000.00 1,575,000,000.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 7,618,400,000.00 491,992,000.00 999,750,000.00 1,128,500,000.00 859,200,000.00 2,987,450,000.00 3,479,442,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 241,776,290.00 - - 230,155,009.00 - 230,155,009.00                      230,155,009.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,180,626,673.00 - - 2,578,185,340.00 2,871,616,798.00 5,449,802,138.00 5,449,802,138.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 704,450,860.00 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 237,131,411,440.00 1,956,989,203.00 6,772,177,407.00 7,932,706,502.00 15,488,282,792.00 30,193,166,701.00 32,150,155,904.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 26,424,182,750.00 559,795,000.00 1,189,894,000.00 1,484,684,000.00 1,206,498,000.00 3,881,076,000.00 4,440,871,000.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 75,552,183,201.00 1,248,895,453.00 4,674,495,833.00 5,641,297,852.00 5,272,850,098.00 15,588,643,783.00 16,837,539,236.00 
5.2.03 Belanja Modal 135,155,045,489.00 148,298,750.00 907,787,574.00 806,724,650.00 9,008,934,694.00 10,723,446,918.00 10,871,745,668.00 
 Jumlah Belanja  511,339,483,883.00 57,057,668,720.00 26,336,310,799.00 31,091,372,141.00 56,357,925,810.00 113,785,608,750.00 170,843,277,470.00 
 Surplus / (Defisit) (48,982,359,443.00) 70,002,714,675.00 (11,268,855,639.53) 58,733,859,035.47 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,585,796,837.00 53,596,964,221.10 156,500,000.00 500,000.00 300,000.00 157,300,000.00 53,754,264,221.10 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 53,585,796,837.00 53,585,796,837.55 - - - - 53,585,796,837.55 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 11,167,383.55 - - 300,000.00 300,000.00 11,467,383.55 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - 156,500,000.00 500,000.00 - 157,000,000.00 157,000,000.00 
6.1.07 Penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga - - - - - - - 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 53,585,796,837.00 53,596,964,221.10 157,300,000.00 53,754,264,221.10 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,603,437,394.00 780,474,457.00 2,230,521,350.00 119,262,500.00 246,596,850.00 2,596,380,700.00 3,376,855,157.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00 - - 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,603,437,394.00 780,474,457.00 230,521,350.00 119,262,500.00 246,596,850.00 596,380,700.00 1,376,855,157.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,603,437,394.00 780,474,457.00 2,596,380,700.00 3,376,855,157.00 
 Pembiayaan Neto 48,982,359,443.00  52,816,489,764.10 (2,439,080,700.00) 50,377,409,064.10 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA -   122,819,204,439.10 (13,707,936,339.53) 109,111,268,099.57 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN III 2009 
 
                Realisasi  
Rekening                       Uraian Anggaran     s.d Triwulan Lalu        Jumlah     Total 
                                                                                                   Juli     Agustus         September 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 18,038,539,916.00 8,485,365,997.47 1,229,013,309.00 1,078,553,822.00 1,141,358,972.00 3,448,926,103.00 11,934,292,100.47 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,339,432,000.00 1,096,043,493.00 188,613,945.00 211,490,349.00 195,247,885.00 595,352,179.00 1,691,395,672.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,164,069,189.00 3,925,335,875.00 684,128,862.00 509,939,428.00 760,186,234.00 1,954,254,524.00 5,879,590,399.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,465,966,227.00 1,378,966,227.47 - - - - 1,378,966,227.47 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5,069,072,500.00 2,085,020,402.00 356,270,502.00 357,124,045.00 185,924,853.00 899,319,400.00 2,984,339,802.00 
4.2 Dana Perimbangan 408,692,241,821.00 210,987,566,897.00 30,272,029,260.00 32,457,670,248.00 51,526,621,425.00 114,256,320,933.00 325,243,887,830.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 34,483,921,821.00 7,860,584,897.00 3,546,703,260.00 5,732,344,248.00 726,745,425.00 10,005,792,933.00 17,866,377,830.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 320,709,320,000.00 187,077,282,000.00 26,725,326,000.00 26,725,326,000.00 26,725,326,000.00 80,175,978,000.00 267,253,260,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 53,499,000,000.00 16,049,700,000.00 - - 24,074,550,000.00 24,074,550,000.00 40,124,250,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 35,626,342,703.00 10,104,203,611.00 392,934,731.00 1,000,998,384.00 - 1,393,933,115.00 11,498,136,726.00 
4.3.02 Dana Darurat - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 7,734,856,903.00 2,800,475,411.00 392,934,731.00 1,000,998,384.00 - 1,393,933,115.00 4,194,408,526.00 
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4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20,817,809,000.00 5,560,309,000.00 - - - - 5,560,309,000.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,073,676,800.00 1,743,419,200.00 - - - - 1,743,419,200.00 
 Jumlah Pendapatan 462,357,124,440.00 229,577,136,505.47 31,893,977,300.00 34,537,222,454.00 52,667,980,397.00 119,099,180,151.00 348,676,316,656.47 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 274,208,072,443.00 138,693,121,566.00 19,659,248,989.00 19,304,878,721.00 27,997,054,564.00 66,961,182,274.00 205,654,303,840.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 240,463,357,087.00 127,497,595,751.00 19,133,498,989.00 18,475,541,674.00 18,987,589,496.00 56,596,630,159.00 184,094,225,910.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,435,324,033.00 461,126,668.00 - 426,587,047.00 - 426,587,047.00 887,713,715.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,564,137,500.00 1,575,000,000.00 - - 3,930,000,000.00 3,930,000,000.00 5,505,000,000.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 7,618,400,000.00 3,479,442,000.00 525,750,000.00 402,750,000.00 602,950,000.00 1,531,450,000.00 5,010,892,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 241,776,290.00 230,155,009.00 - - - - 230,155,009.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,180,626,673.00 5,449,802,138.00 - - 4,476,515,068.00 4,476,515,068.00 9,926,317,206.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 704,450,860.00 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 237,131,411,440.00 32,150,155,904.00 25,592,398,603.00 25,882,208,555.00 21,154,118,189.00 72,628,725,347.00 104,778,881,251.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 26,424,182,750.00 4,440,871,000.00 6,814,853,500.00 1,435,043,460.00 2,383,967,300.00 10,633,864,260.00 15,074,735,260.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 75,552,183,201.00 16,837,539,236.00 7,022,814,698.00 4,928,271,851.00 7,088,049,841.00 19,039,136,390.00 35,876,675,626.00 
5.2.03 Belanja Modal 135,155,045,489.00 10,871,745,668.00 11,754,730,405.00 19,518,893,244.00 11,682,101,048.00 42,955,724,697.00 53,827,470,365.00 
 Jumlah Belanja 511,339,483,883.00 170,843,277,470.00 45,251,647,592.00 45,187,087,276.00 49,151,172,753.00 139,589,907,621.00 310,433,185,091.00 
 Surplus / (Defisit) (48,982,359,443.00) 58,733,859,035.47 (20,490,727,470.00) 38,243,131,565.47 
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6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,585,796,837.00 53,754,264,221.10 780,000.00 - - 780,000.00 53,755,044,22 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 53,585,796,837.00 53,585,796,837.55 - - - - 53,585,796,837.55 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -                11,467,383.55 - - - - 11,467,383.55 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah -                 157,000,000.00 780,000.00 - - 780,000.00 157,780,000.00 
6.1.07 Penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga - - - - - - - 
                    Jumlah Penerimaan Pembiayaan 53,585,796,837.00 53,754,264,221.10 780,000.00 53,755,044,221.10 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,603,437,394.00 3,376,855,157.00 432,181,350.00 730,697,807.00 51,749,900.00 1,214,629,057.00 4,591,484,214.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - - - - 2,000,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,603,437,394.00 1,376,855,157.00 432,181,350.00 730,697,807.00 51,749,900.00 1,214,629,057.00 2,591,484,214.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,603,437,394.00 3,376,855,157.00 1,214,629,057.00 4,591,484,214.00 
 Pembiayaan Neto 48,982,359,443.00 50,377,409,064.10 (1,213,849,057.00) 49,163,560,007.10 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA -                  109,111,268,099.57 (21,704,576,527.00) 87,406,691,572.57 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN IV 2009 
 
                Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu    Jumlah       Total 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Oktober       November      Desember 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 18,038,539,916.00 11,934,292,100.47 1,296,297,850.00 995,015,765.00 1,878,641,907.58 4,169,955,522.58 16,104,247,623.05 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,339,432,000.00 1,691,395,672.00 235,973,260.00 206,739,744.00 211,095,129.00 653,808,133.00 2,345,203,805.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,164,069,189.00 5,879,590,399.00 783,146,348.00 619,578,200.00 1,523,687,838.00 2,926,412,386.00 8,806,002,785.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,465,966,227.00 1,378,966,227.47 - - 7,000,000.00 7,000,000.00 1,385,966,227.47 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5,069,072,500.00 2,984,339,802.00 277,178,242.00 168,697,821.00 136,858,940.58 582,735,003.58 3,567,074,805.58 
4.2 Dana Perimbangan 408,692,241,821.00 325,243,887,830.00 26,787,194,697.00 43,014,276,067.00 6,026,383,666.00 75,827,854,430.00 401,071,742,260.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 34,483,921,821.00 17,866,377,830.00 61,868,697.00 2,914,196,067.00 6,026,383,666.00 9,002,448,430.00 26,868,826,260.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 320,709,320,000.00 267,253,260,000.00 26,725,326,000.00 26,725,330,000.00 - 53,450,656,000.00 320,703,916,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 53,499,000,000.00 40,124,250,000.00 - 13,374,750,000.00 - 13,374,750,000.00 53,499,000,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 35,626,342,703.00 11,498,136,726.00 3,036,178,949.00 11,212,836,626.00 25,886,612,635.00 40,135,628,210.00 51,633,764,936.00 
4.3.02 Dana Darurat -                            -                                   -                                -                7,644,220,121.00 7,644,220,121.00 7,644,220,121.00 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 7,734,856,903.00 4,194,408,526.00 1,192,759,749.00 1,128,953,426.00 2,379,006,814.00 4,700,719,989.00 8,895,128,515.00 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20,817,809,000.00 5,560,309,000.00 - 8,340,464,000.00 14,119,966,500.00 22,460,430,500.00 28,020,739,500.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,073,676,800.00 1,743,419,200.00 1,843,419,200.00 1,743,419,200.00 1,743,419,200.00 5,330,257,600.00 7,073,676,800.00 
 Jumlah Pendapatan 462,357,124,440.00 348,676,316,656.47 31,119,671,496.00 55,222,128,458.00 33,791,638,208.58 120,133,438,162.58 468,809,754,819.05 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 274,208,072,443.00 205,654,303,840.00 22,581,925,808.00 24,058,562,247.00 24,393,019,474.00 71,033,507,529.00 276,687,811,369.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 240,463,357,087.00 184,094,225,910.00 19,288,925,808.00 18,631,052,775.00 19,442,662,149.00 57,362,640,732.00 241,456,866,642.00 
5.1.02 Belanja Bunga 1,435,324,033.00 887,713,715.00 - - - - 887,713,715.00 
5.1.04 Belanja Hibah 9,564,137,500.00 5,505,000,000.00 2,980,000,000.00 890,000,000.00 188,137,500.00 4,058,137,500.00 9,563,137,500.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 7,618,400,000.00 5,010,892,000.00 263,000,000.00 283,200,000.00 4,750,598,544.00 5,296,798,544.00 10,307,690,544.00 
5.1.06 B. Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa           241,776,290.00 230,155,009.00 - -  11,621,281.00 11,621,281.00 241,776,290.00 
5.1.07 B. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  14,180,626,673.00   9,926,317,206.00 - 4,254,309,472.00 - 4,254,309,472.00 14,180,626,678.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 704,450,860.00 - 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 50,000,000.00 
5.2 Belanja Langsung 237,131,411,440.00 104,778,881,251.00 28,018,098,231.00 34,883,673,313.00 59,309,598,859.00 122,211,370,403.00 226,990,251,654.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 26,424,182,750.00 15,074,735,260.00 855,959,000.00 3,445,179,000.00 6,118,450,450.00 10,419,588,450.00 25,494,323,710.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 75,552,183,201.00 35,876,675,626.00 6,504,477,846.00 9,176,534,562.00 17,227,657,473.00 32,908,669,881.00 68,785,345,507.00 
5.2.03 Belanja Modal 135,155,045,489.00 53,827,470,365.00 20,657,661,385.00 22,261,959,751.00 35,963,490,936.00 78,883,112,072.00 132,710,582,437.00 
 Jumlah Belanja 511,339,483,883.00 310,433,185,091.00 50,600,024,039.00 58,942,235,560.00 83,702,618,333.00 193,244,877,932.00 503,678,063,023.00 
 Surplus / (Defisit) (48,982,359,443.00) 38,243,131,565.47 (73,111,439,769.42) (34,868,308,203.95) 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 53,585,796,837.00 53,755,044,221.10 5,300,000.00 207,607,672.00 746,959,453.97 959,867,125.97 54,714,911,347.07 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 53,585,796,837.00 53,585,796,837.55 - - (277,878,720.00) (277,878,720.00) 53,307,918,117.55 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 11,467,383.55 - - 5,067,361.97 5,067,361.97 16,534,745.52 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 157,780,000.00 5,300,000.00 207,607,672.00 1,003,274,122.00 1,216,181,794.00 1,373,961,794.00 
6.1.07 Penerimaan Utang kepada Pihak Ketiga - - - - 16,496,690.00 16,496,690.00 16,496,690.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 53,585,796,837.00 53,755,044,221.10 959,867,125.97 54,714,911,347.07 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,603,437,394.00 4,591,484,214.00 - - 9,840,800.00 9,840,800.00 4,601,325,014.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - - - - 2,000,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,603,437,394.00 2,591,484,214.00 - - 9,840,800.00 9,840,800.00 2,601,325,014.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,603,437,394.00 4,591,484,214.00 9,840,800.00 4,601,325,014.00 
 Pembiayaan Neto 48,982,359,443.00 49,163,560,007.10 950,026,325.97 50,113,586,333.07 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 87,406,691,572.57 (72,161,413,443.45) 15,245,278,129.12 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN I 2010 
 
                Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
 Januari Februari  Maret 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 20,423,023,061.00 - 491,034,901.00 724,123,887.00 665,898,249.00 1,881,057,037.00 1,881,057,037.00 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,352,424,061.00 - 18,846,600.00 - 159,943,535.00 178,790,135.00 178,790,135.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,204,955,000.00 - 356,604,134.00 271,412,555.00 402,871,218.00 1,030,887,907.00 1,030,887,907.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,010,000,000.00 - - - - - - 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,855,644,000.00 - 115,584,167.00 452,711,332.00 103,083,496.00 671,378,995.00 671,378,995.00 
4.2 Dana Perimbangan 396,172,641,066.00 - 55,363,254,546.00 27,705,660,429.00 28,474,848,122.00 111,543,763,097.00 111,543,763,097.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,514,629,066.00 - 14,052,546.00 31,059,429.00 800,247,122.00 845,359,097.00 845,359,097.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 332,095,212,000.00 - 55,349,202,000.00 27,674,601,000.00 27,674,601,000.00 110,698,404,000.00 110,698,404,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 34,562,800,000.00 - - - - - - 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 86,387,106,400.00 - - - 2,158,632,012.00 2,158,632,012.00 2,158,632,012.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6,763,185,191.00 - - - 2,158,632,012.00 2,158,632,012.00 2,158,632,012.00 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 72,323,469,409.00 - - - - - - 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,300,451,800.00 - - - - - - 
 Jumlah Pendapatan 502,982,770,527.00 - 55,854,289,447.00 28,429,784,316.00 31,299,378,383.00 115,583,452,146.00 115,583,452,146.00 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 347,095,992,150.00 - 17,952,130,946.00 17,857,034,504.00 31,023,402,841.00 66,832,568,291.00 66,832,568,291.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 316,020,534,158.00 - 17,952,130,946.00 17,857,034,504.00 29,835,027,841.00 65,644,193,291.00 65,644,193,291.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 - - - - - - 
5.1.04 Belanja Hibah 12,545,231,807.00 - - - - - - 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,996,886,711.00 - - - 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 
5.1.06 B.Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 247,021,054.00 - - - - - - 
5.1.07 B.Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa 14,379,626,673.00 - - - - - - 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 1,168,375,000.00 - - - 1,068,375,000.00 1,068,375,000.00 1,068,375,000.00 
5.2 Belanja Langsung 164,737,069,075.00 - 158,206.00 - 2,234,629,893.00 2,234,788,099.00 2,234,788,099.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 24,984,818,050.00 - - - 529,335,000.00 529,335,000.00 529,335,000.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 62,101,775,226.00 - (2,867,794.00) - 1,552,852,893.00 1,549,985,099.00 1,549,985,099.00 
5.2.03 Belanja Modal 77,650,475,799.00 - 3,026,000.00 - 152,442,000.00 155,468,000.00 155,468,000.00 
 Jumlah Belanja 511,833,061,225.00 - 17,952,289,152.00 17,857,034,504.00 33,258,032,734.00 69,067,356,390.00 69,067,356,390.00 
 Surplus / (Defisit) (8,850,290,698.00) - 46,516,095,756.00 46,516,095,756.00 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 15,245,276,129.00 - 15,245,278,129.12 - - 15,245,278,129.12 15,245,278,129.12 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 15,245,276,129.00 - 15,245,278,129.12 - - 15,245,278,129.12 15,245,278,129.12 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - - 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15,245,276,129.00 - 15,245,278,129.12 15,245,278,129.12 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,358,068,187.00 - - - - - - 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 1,358,068,187.00 - - - - - - 
6.2.05 Pembayaran Utang - - - - - - - 
6.2.06 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - - - - - - - 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1,358,068,187.00 - - - 
 Pembiayaan Neto 13,887,207,942.00 - 15,245,278,129.12 15,245,278,129.12 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA 5,036,917,244.00 -    61,761,373,885.12 61,761,373,885.12 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN II 2010 
 
                Realisasi  
Rekening                 Uraian  Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
     April     Mei                    Juni 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 20,423,023,061.00 1,881,057,037.00 1,357,496,881.00 3,152,711,050.99 1,240,113,742.00 5,750,321,673.99 7,631,378,710.99 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,352,424,061.00 178,790,135.00 521,377,815.00 182,206,685.00 225,860,885.00 929,445,385.00 1,108,235,520.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,204,955,000.00 1,030,887,907.00 720,433,504.00 977,507,961.00 478,898,079.00 2,176,839,544.00 3,207,727,451.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,010,000,000.00 - -                1,731,569,903.19 - 1,731,569,903.19 1,731,569,903.19 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,855,644,000.00 671,378,995.00 115,685,562.00 261,426,501.80 535,354,778.00 912,466,841.80 1,583,845,836.80 
4.2 Dana Perimbangan 396,172,641,066.00 111,543,763,097.00 40,054,959,401.00 27,964,211,832.00 33,358,792,179.00 101,377,963,412.00 212,921,726,509.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,514,629,066.00 845,359,097.00 2,011,518,401.00 289,610,832.00 5,684,191,179.00 7,985,320,412.00 8,830,679,509.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 332,095,212,000.00 110,698,404,000.00 27,674,601,000.00 27,674,601,000.00 27,674,601,000.00 83,023,803,000.00 193,722,207,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 34,562,800,000.00 -              10,368,840,000.00 - - 10,368,840,000.00 10,368,840,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 86,387,106,400.00 2,158,632,012.00 2,124,449,300.00 870,897,602.00 21,501,104,000.00 24,496,450,902.00 26,655,082,914.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah       -            -  - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6,763,185,191.00 2,158,632,012.00 - 870,897,602.00 - 870,897,602.00 3,029,529,614.00 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 72,323,469,409.00 - - - 19,376,654,700.00 19,376,654,700.00 19,376,654,700.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,300,451,800.00 -                  2,124,449,300.00 - 2,124,449,300.00 4,248,898,600.00 4,248,898,600.00 
 Jumlah Pendapatan 502,982,770,527.00 115,583,452,146.00 43,536,905,582.00 31,987,820,484.99 56,100,009,921.00 131,624,735,987.99 247,208,188,133.99 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 347,095,992,150.00 66,832,568,291.00 22,362,628,943.00 28,573,733,223.00 26,185,587,928.00 77,121,950,094.00 143,954,518,385.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 316,020,534,158.00 65,644,193,291.00 18,603,694,620.00 22,924,047,868.00 19,993,896,933.00 61,521,639,421.00 127,165,832,712.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 -  386,683,134.00 - - 386,683,134.00 386,683,134.00 
5.1.04 Belanja Hibah 12,545,231,807.00 -  2,915,362,500.00 3,070,000,000.00 5,423,063,807.00 11,408,426,307.00 11,408,426,307.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,996,886,711.00 120,000,000.00 226,733,680.00 1,500,000.00 24,278,188.00 252,511,868.00 372,511,868.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 247,021,054.00 -  230,155,009.00 - - 230,155,009.00 230,155,009.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,379,626,673.00 - -  2,578,185,355.00 744,349,000.00 3,322,534,355.00 3,322,534,355.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 1,168,375,000.00 1,068,375,000.00 - - - - 1,068,375,000.00 
5.2 Belanja Langsung 164,737,069,075.00 2,234,788,099.00 7,732,082,742.00 12,810,808,238.00 5,254,712,171.00 25,797,603,151.00 28,032,391,250.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 24,984,818,050.00 529,335,000.00 1,444,366,250.00 4,776,333,000.00 969,176,250.00 7,189,875,500.00 7,719,210,500.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 62,101,775,226.00 1,549,985,099.00 6,095,623,322.00 7,474,770,288.00 2,431,948,301.00 16,002,341,911.00 17,552,327,010.00 
5.2.03 Belanja Modal 77,650,475,799.00 155,468,000.00 192,093,170.00 559,704,950.00 1,853,587,620.00 2,605,385,740.00 2,760,853,740.00 
 Jumlah Belanja 511,833,061,225.00 69,067,356,390.00 30,094,711,685.00 41,384,541,461.00 31,440,300,099.00 102,919,553,245.00 171,986,909,635.00 
 Surplus / (Defisit) (8,850,290,698.00) 46,516,095,756.00 28,705,182,742.99 75,221,278,498.99 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 15,245,276,129.00 15,245,278,129.12 5,192,267.00 - - 5,192,267.00 15,250,470,396.12 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 15,245,276,129.00 15,245,278,129.12 - - - - 15,245,278,129.12 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - 5,192,267.00 -                   - 5,192,267.00 5,192,267.00 
    Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15,245,276,129.00 15,245,278,129.12 5,192,267.00 15,250,470,396.12 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,358,068,187.00 -        638,979,307.00 2,000,000.00 2,500,000.00 643,479,307.00 643,479,307.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 1,358,068,187.00 -         638,979,307.00 - - 638,979,307.00 638,979,307.00 
6.2.05 Pembayaran Utang -  - -  2,000,000.00 2,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 
6.2.06 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya -  - - - - - - 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1,358,068,187.00 - 643,479,307.00 643,479,307.00 
 Pembiayaan Neto 13,887,207,942.00     15,245,278,129.12 (638,287,040.00) 14,606,991,089.12 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA 5,036,917,244.00 61,761,373,885.12 28,066,895,702.99 89,828,269,588.11 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN III 2010 
 
                Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
 Juli Agustus September 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 20,423,023,061.00 7,631,378,710.99 2,310,925,757.00 1,614,117,243.00 1,143,285,092.00 5,068,328,092.00 12,699,706,802.99 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,352,424,061.00 1,108,235,520.00 199,682,495.00 201,230,360.00 200,595,665.00 601,508,520.00 1,709,744,040.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,204,955,000.00 3,207,727,451.00 1,394,794,693.00 763,186,270.00 849,975,884.00 3,007,956,847.00 6,215,684,298.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,010,000,000.00 1,731,569,903.19 - - - - 1,731,569,903.19 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,855,644,000.00 1,583,845,836.80 716,448,569.00 649,700,613.00 92,713,543.00 1,458,862,725.00 3,042,708,561.80 
4.2 Dana Perimbangan 396,172,641,066.00 212,921,726,509.00 32,014,389,343.00 30,665,333,120.00 31,670,861,642.00 94,350,584,105.00 307,272,310,614.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,514,629,066.00 8,830,679,509.00 4,339,788,343.00 2,990,732,120.00 3,996,260,642.00 11,326,781,105.00 20,157,460,614.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 332,095,212,000.00 193,722,207,000.00 27,674,601,000.00 27,674,601,000.00 27,674,601,000.00 83,023,803,000.00 276,746,010,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 34,562,800,000.00 10,368,840,000.00 - - - - 10,368,840,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 86,387,106,400.00 26,655,082,914.00 16,934,903,517.00 3,426,121,964.00 - 20,361,025,481.00 47,016,108,395.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6,763,185,191.00 3,029,529,614.00 2,278,331,513.00 524,897,664.00 - 2,803,229,177.00 5,832,758,791.00 
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4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 72,323,469,409.00 19,376,654,700.00 14,656,572,004.00 450,000,000.00 - 15,106,572,004.00 34,483,226,704.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,300,451,800.00 4,248,898,600.00 - 2,451,224,300.00 - 2,451,224,300.00 6,700,122,900.00 
 Jumlah Pendapatan 502,982,770,527.00 247,208,188,133.99 51,260,218,617.00 35,705,572,327.00 32,814,146,734.00 119,779,937,678.00 366,988,125,811.99 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 347,095,992,150.00 143,954,518,385.00 41,878,209,074.00 25,637,811,273.00 21,112,081,379.00 88,628,101,726.00 232,582,620,111.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 316,020,534,158.00 127,165,832,712.00 38,599,209,372.00 24,441,355,598.00 20,497,667,522.00 83,538,232,492.00 210,704,065,204.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 386,683,134.00 - - - - 386,683,134.00 
5.1.04 Belanja Hibah 12,545,231,807.00 11,408,426,307.00 515,000,000.00 317,873,200.00 - 832,873,200.00 12,241,299,507.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,996,886,711.00 372,511,868.00 8,850,996.00 77,356,860.00 6,750,000.00 92,957,856.00 465,469,724.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 247,021,054.00 230,155,009.00 - - - - 230,155,009.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,379,626,673.00 3,322,534,355.00 2,755,148,706.00 801,225,615.00 607,663,857.00 4,164,038,178.00 7,486,572,533.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 1,168,375,000.00 1,068,375,000.00 - - - - 1,068,375,000.00 
5.2 Belanja Langsung 164,737,069,075.00 28,032,391,250.00 11,611,359,841.00 14,815,262,221.00 9,702,687,784.00 36,129,309,846.00 64,161,701,096.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 24,984,818,050.00 7,719,210,500.00 3,657,858,000.00 1,137,265,500.00 1,682,636,778.00 6,477,760,278.00 14,196,970,778.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 62,101,775,226.00 17,552,327,010.00 6,407,764,270.00 6,149,248,859.00 3,128,288,771.00 15,685,301,900.00 33,237,628,910.00 
5.2.03 Belanja Modal 77,650,475,799.00 2,760,853,740.00 1,545,737,571.00 7,528,747,862.00 4,891,762,235.00 13,966,247,668.00 16,727,101,408.00 
 Jumlah Belanja 511,833,061,225.00 171,986,909,635.00 53,489,568,915.00 40,453,073,494.00 30,814,769,163.00 124,757,411,572.00 296,744,321,207.00 
 Surplus / (Defisit) (8,850,290,698.00) 75,221,278,498.99 (4,977,473,894.00) 70,243,804,604.99 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 15,245,276,129.00 15,250,470,396.12 85,218,839.00 5,010,231.00 1,221,838.00 91,450,908.00 15,341,921,304.12 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 15,245,276,129.00 15,245,278,129.12 - - - - 15,245,278,129.12 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 5,192,267.00 85,218,839.00 5,010,231.00 721,838.00 90,950,908.00 96,143,175.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15,245,276,129.00                                                                                                 15,250,470,396.12 91,450,908.00 15,341,921,304.12 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,358,068,187.00 643,479,307.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 644,479,307.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 1,358,068,187.00 638,979,307.00 - - - - 638,979,307.00 
6.2.05 Pembayaran Utang - 4,500,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 5,500,000.00 
6.2.06 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - - - - - - - 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1,358,068,187.00 643,479,307.00 1,000,000.00 644,479,307.00 
 Pembiayaan Neto 13,887,207,942.00 14,606,991,089.12 90,450,908.00 14,697,441,997.12 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA 5,036,917,244.00 89,828,269,588.11 (4,887,022,986.00) 84,941,246
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN IV 2010 
 
                Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
 Oktober November           Desember 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 20,423,023,061.00 12,699,706,802.99 981,401,917.00 1,805,889,897.00 1,044,439,028.62 3,831,730,842.62 16,531,437,645.61 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 2,352,424,061.00 1,709,744,040.00 29,987,700.00 589,754,304.00 708,002,827.00 1,327,744,831.00 3,037,488,871.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 9,204,955,000.00 6,215,684,298.00 640,224,462.00 751,782,361.00 1,467,684,788.00 2,859,691,611.00 9,075,375,909.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,010,000,000.00 1,731,569,903.19 - - 6,660,000.00 6,660,000.00 1,738,229,903.19 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,855,644,000.00 3,042,708,561.80 311,189,755.00 464,353,232.00 (1,137,908,586.38) (362,365,599.38) 2,680,342,962.42 
4.2 Dana Perimbangan 396,172,641,066.00 307,272,310,614.00 27,938,919,687.00 43,282,755,028.00 19,028,608,321.00 90,250,283,036.00 397,522,593,650.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 29,514,629,066.00 20,157,460,614.00 264,318,687.00 54,894,028.00 10,387,908,321.00 10,707,121,036.00 30,864,581,650.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 332,095,212,000.00 276,746,010,000.00 27,674,601,000.00 27,674,601,000.00 - 55,349,202,000.00 332,095,212,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 34,562,800,000.00 10,368,840,000.00 - 15,553,260,000.00 8,640,700,000.00 24,193,960,000.00 34,562,800,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 86,387,106,400.00 47,016,108,395.00 1,784,835,055.94 15,106,572,004.00 26,710,779,777.20 43,602,186,837.14 90,618,295,232.14 
4.3.01 Pendapatan Hibah - - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6,763,185,191.00 5,832,758,791.00 1,784,835,055.94 - 3,171,534,776.20 4,956,369,832.14 10,789,128,623.14 
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4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 72,323,469,409.00 34,483,226,704.00 - 15,106,572,004.00 21,414,795,701.00 36,521,367,705.00 71,004,594,409.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,300,451,800.00 6,700,122,900.00 - - 2,124,449,300.00 2,124,449,300.00 8,824,572,200.00 
 Jumlah Pendapatan 502,982,770,527.00 366,988,125,811.99 30,705,156,659.94 60,195,216,929.00 46,783,827,126.82 137,684,200,715.76 504,672,326,527.75 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 347,095,992,150.00  232,582,620,111.00  36,398,531,832.00 23,914,204,455.00 42,608,297,064.00 102,921,033,351.00 335,503,653,462.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 316,020,534,158.00  210,704,065,204.00    35,074,851,013.00 20,461,134,604.00 39,542,885,792.00 95,078,871,409.00 305,782,936,613.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 386,683,134.00 351,633,615.00 - - 351,633,615.00 738,316,749.00 
5.1.04 Belanja Hibah 12,545,231,807.00 12,241,299,507.00 - - (170,754,891.00) (170,754,891.00) 12,070,544,616.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,996,886,711.00 465,469,724.00 451,868,492.00 - 299,514,540.00 751,383,032.00 1,216,852,756.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 247,021,054.00 230,155,009.00 - - 16,866,045.00 16,866,045.00 247,021,054.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,379,626,673.00 7,486,572,533.00 520,178,712.00 3,453,069,851.00 2,919,785,578.00 6,893,034,141.00 14,379,606,674.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 1,168,375,000.00 1,068,375,000.00 - - - - 1,068,375,000.00 
5.2 Belanja Langsung 164,737,069,075.00 64,161,701,096.00 20,468,075,952.00 13,296,365,398.00 61,392,718,298.00 95,157,159,648.00 159,318,860,744.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 24,984,818,050.00 14,196,970,778.00 2,788,936,500.00 1,056,951,000.00 5,103,137,344.00 8,949,024,844.00 23,145,995,622.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 62,101,775,226.00 33,237,628,910.00 5,226,654,540.00 4,822,255,233.00 15,862,017,853.00 25,910,927,626.00 59,148,556,536.00 
5.2.03 Belanja Modal 77,650,475,799.00 16,727,101,408.00 12,452,484,912.00 7,417,159,165.00 40,427,563,101.00 60,297,207,178.00 77,024,308,586.00 
 Jumlah Belanja 511,833,061,225.00 296,744,321,207.00 56,866,607,784.00 37,210,569,853.00 104,001,015,362.00 198,078,192,999.00 494,822,514,206.00 
 Surplus / (Defisit) (8,850,290,698.00) 70,243,804,604.99 (60,393,992,283.24) 9,849,812,321.75 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 15,245,276,129.00 15,341,921,304.12 - - - - 15,341,921,304.12 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 15,245,276,129.00 15,245,278,129.12 - - - - 15,245,278,129.12 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 500,000.00 - - - - 500,000.00 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 96,143,175.00 - - - - 96,143,175.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 15,245,276,129.00  15,341,921,304.12 - 15,341,921,304.12 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,358,068,187.00 644,479,307.00 638,979,307.00 2,520,450.00 67,328,369.00 708,828,126.00 1,353,307,433.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 1,358,068,187.00 638,979,307.00 638,979,307.00 - - 638,979,307.00 1,277,958,614.00 
6.2.05 Pembayaran Utang - 5,500,000.00 - 2,520,450.00 65,988,248.00 68,508,698.00 74,008,698.00 
6.2.06 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - - - - 1,340,121.00 1,340,121.00 1,340,121.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1,358,068,187.00 644,479,307.00 708,828,126.00 1,353,307,433.00 
 Pembiayaan Neto 13,887,207,942.00 14,697,441,997.12 (708,828,126.00) 13,988,613,871.12 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA 5,036,917,244.00 84,941,246,602.11 (61,102,820,409.24) 23,838,426,192.87 
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PEMERINTAH  KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN I 2011 
 
                 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
 Januari Februari Maret 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 19,183,910,487.00 - 1,400,665,180.39 738,207,489.00 864,613,227.00 3,003,485,896.39 3,003,485,896.39 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,452,424,061.00 - 179,804,000.00 194,280,950.00 212,076,805.00 586,161,755.00 586,161,755.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 11,640,286,426.00 - 503,504,147.00 354,826,200.00 382,451,168.00 1,240,781,515.00 1,240,781,515.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,310,000,000.00 - - - - - - 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,781,200,000.00 - 717,357,033.39 189,100,339.00 270,085,254.00 1,176,542,626.39 1,176,542,626.39 
4.2 Dana Perimbangan 443,049,792,953.00 - 62,674,668,123.00 31,348,204,562.00 24,634,701,057.00 118,657,573,742.00 118,657,573,742.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 26,259,205,953.00 - 786,123.00 11,263,562.00 1,131,995,307.00 1,144,044,992.00 1,144,044,992.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 376,043,287,000.00 - 62,673,882,000.00 31,336,941,000.00 23,502,705,750.00 117,513,528,750.00 117,513,528,750.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 40,747,300,000.00 - - - - - - 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 125,151,247,675.00 - 4,023,771,000.00 2,495,469,520.00 - 6,519,240,520.00 6,519,240,520.00 
4.3.01 Pendapatan Hibah 2,150,000,000.00 - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 10,095,128,515.00 - - - - - - 
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4.3.04 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 102,511,671,080.00 - 4,023,771,000.00 - - 4,023,771,000.00 4,023,771,000.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10,394,448,080.00 - - 2,495,469,520.00 - 2,495,469,520.00 2,495,469,520.00 
 Jumlah Pendapatan 587,384,951,115.00 - 68,099,104,303.39 34,581,881,571.00 25,499,314,284.00 128,180,300,158.39 128,180,300,158.39 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 373,924,988,339.00 - 19,405,501,720.00 19,448,718,954.00 19,527,553,491.00 58,381,774,165.00 58,381,774,165.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 348,784,556,199.00 - 19,405,501,720.00 19,448,718,954.00 19,527,553,491.00 58,381,774,165.00 58,381,774,165.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 - - - - - - 
5.1.04 Belanja Hibah 7,191,529,300.00 - - - - - - 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,722,755,156.00 - - - - - - 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262,604,132.00 - - - - - - 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,380,226,673.00 - - - - - - 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 845,000,132.00 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 234,109,929,583.00 - 121,729.00 - - 121,729.00 121,729.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 22,795,258,448.00 - - - - - - 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 81,388,777,350.00 - 121,729.00 - - 121,729.00 121,729.00 
5.2.03 Belanja Modal 129,925,893,785.00 - - - - - - 
 Jumlah Belanja 608,034,917,922.00 - 19,405,623,449.00 19,448,718,954.00 19,527,553,491.00 58,381,895,894.00 58,381,895,894.00 
 Surplus / (Defisit) (20,649,966,807.00) - 69,798,404,264.39 69,798,404,264.39 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 25,346,529,059.00 - 23,803,276,192.87 - 32,000,000.00 23,835,276,192.87 23,835,276,192.87 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 23,803,276,192.87 - 23,803,276,192.87 - - 23,803,276,192.87 23,803,276,192.87 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah 1,543,252,866.13 - - - - - - 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25,346,529,059.00 - 23,835,276,192.87 23,835,276,192.87 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,696,562,252.00 - - - - - - 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,820,000,000.00 - - - - - - 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,876,562,252.00 - - - - - - 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,696,562,252.00 - - - 
 Pembiayaan Neto 20,649,966,807.00 - 23,835,276,192.87 23,835,276,192.87 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - - 93,633,680,457.26 93,633,680,45
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PEMERINTAH  KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN II 2011 
 
                 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
   April Mei Juni 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 19,183,910,487.00 3,003,485,896.39 605,219,961.00 989,693,524.00 1,451,362,108.00 3,046,275,593.00 6,049,761,489.39 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,452,424,061.00 586,161,755.00 17,453,000.00 410,563,165.00 231,751,580.00 659,767,745.00 1,245,929,500.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 11,640,286,426.00 1,240,781,515.00 344,690,461.00 332,837,617.00 882,283,153.00 1,559,811,231.00 2,800,592,746.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,310,000,000.00 - - - - - - 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,781,200,000.00 1,176,542,626.39 243,076,500.00 246,292,742.00 337,327,375.00 826,696,617.00 2,003,239,243.39 
4.2 Dana Perimbangan 443,049,792,953.00 118,657,573,742.00 23,504,676,845.00 32,331,990,371.00 48,506,511,762.00 104,343,178,978.00 223,000,752,720.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 26,259,205,953.00 1,144,044,992.00 1,971,095.00 1,098,075,371.00 1,518,271,262.00 2,618,317,728.00 3,762,362,720.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 376,043,287,000.00 117,513,528,750.00 23,502,705,750.00 31,233,915,000.00 46,988,240,500.00 101,724,861,250.00 219,238,390,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 40,747,300,000.00 - - - - - - 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 125,151,247,675.00 6,519,240,520.00 4,023,771,000.00 2,590,719,753.70 20,277,264,520.00 26,891,755,273.70 33,410,995,793.70 
4.3.01 Pendapatan Hibah 2,150,000,000.00 - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 10,095,128,515.00 - - 2,590,719,753.70 - 2,590,719,753.70 2,590,719,753.70 
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4.3.04 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 102,511,671,080.00 4,023,771,000.00 4,023,771,000.00 - 17,781,795,000.00 21,805,566,000.00 25,829,337,000.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10,394,448,080.00 2,495,469,520.00 - - 2,495,469,520.00 2,495,469,520.00 4,990,939,040.00 
 Jumlah Pendapatan 587,384,951,115.00 128,180,300,158.39 28,133,667,806.00 35,912,403,648.70 70,235,138,390.00 134,281,209,844.70 262,461,510,003.09 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 373,924,988,339.00 58,381,774,165.00 29,343,935,221.00 22,894,409,267.00 26,165,537,944.00 78,403,882,432.00 136,785,656,597.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 348,784,556,199.00 58,381,774,165.00 29,343,935,221.00 22,211,370,743.00 23,854,742,686.00 75,410,048,650.00 133,791,822,815.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 - - 312,239,584.00 - 312,239,584.00 312,239,584.00 
5.1.04 Belanja Hibah 7,191,529,300.00 - - 172,976,000.00 2,301,045,258.00 2,474,021,258.00 2,474,021,258.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,722,755,156.00 - - - 9,750,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262,604,132.00 - - - - - - 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,380,226,673.00 - - - - - - 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 845,000,132.00 - - 197,822,940.00 - 197,822,940.00 197,822,940.00 
5.2 Belanja Langsung 234,109,929,583.00 121,729.00 - 660,471,664.00 14,565,910,700.00 15,226,382,364.00 15,226,504,093.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 22,795,258,448.00 - - - 3,550,139,780.00 3,550,139,780.00 3,550,139,780.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 81,388,777,350.00 121,729.00 - 660,471,664.00 10,036,698,368.00 10,697,170,032.00 10,697,291,761.00 
5.2.03 Belanja Modal 129,925,893,785.00 - - - 979,072,552.00 979,072,552.00 979,072,552.00 
 Jumlah Belanja 608,034,917,922.00 58,381,895,894.00 29,343,935,221.00 23,554,880,931.00 40,731,448,644.00 93,630,264,796.00 152,012,160,690.00 
 Surplus / (Defisit) (20,649,966,807.00) 69,798,404,264.39 40,650,945,048.70 110,449,349,313.09 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 25,346,529,059.00 23,835,276,192.87 - - - - 23,835,276,192.87 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 23,803,276,192.87 23,803,276,192.87 - - - - 23,803,276,192.87 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 32,000,000.00 - - - - 32,000,000.00 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah 1,543,252,866.13 - - - - - - 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25,346,529,059.00 23,835,276,192.87 - 23,835,276,192.87 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,696,562,252.00 - - 638,979,307.00 282,551,439.00 921,530,746.00 921,530,746.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,820,000,000.00 - - - - - - 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,876,562,252.00 - - 638,979,307.00 282,551,439.00 921,530,746.00 921,530,746.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,696,562,252.00 - 921,530,746.00 921,530,746.00 
 Pembiayaan Neto 20,649,966,807.00 23,835,276,192.87 (921,530,746.00) 22,913,745,446.87 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 93,633,680,457.26 39,729,414,302.70 133,363,094,759.96 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN III 2011 
 
                 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu        Jumlah Total 
Juli Agustus September 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 19,183,910,487.00 6,049,761,489.39 4,047,639,047.00 2,157,472,063.66 2,518,421,474.00 8,723,532,584.66 14,773,294,074.05 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,452,424,061.00 1,245,929,500.00 240,087,630.00 13,885,500.00 340,128,310.00 594,101,440.00 1,840,030,940.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 11,640,286,426.00 2,800,592,746.00 1,235,595,728.00 1,873,959,858.00 1,888,284,071.00 4,997,839,657.00 7,798,432,403.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,310,000,000.00 - 2,304,558,762.00 - - 2,304,558,762.00 2,304,558,762.00 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,781,200,000.00 2,003,239,243.39 267,396,927.00 269,626,705.66 290,009,093.00 827,032,725.66 2,830,271,969.05 
4.2 Dana Perimbangan 443,049,792,953.00 223,000,752,720.00 31,842,644,759.00 52,587,661,935.00 33,278,813,410.00 117,709,120,104.00 340,709,872,824.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 26,259,205,953.00 3,762,362,720.00 522,874,759.00 9,043,701,935.00 1,959,043,410.00 11,525,620,104.00 15,287,982,824.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 376,043,287,000.00 219,238,390,000.00 31,319,770,000.00 31,319,770,000.00 31,319,770,000.00 93,959,310,000.00 313,197,700,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 40,747,300,000.00 - - 12,224,190,000.00 - 12,224,190,000.00 12,224,190,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 125,151,247,675.00 33,410,995,793.70 20,849,326,918.16 2,595,469,520.00 12,138,795,000.00 35,583,591,438.16 68,994,587,231.86 
4.3.01 Pendapatan Hibah 2,150,000,000.00 - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 10,095,128,515.00 2,590,719,753.70 4,686,760,918.16 - - 4,686,760,918.16 7,277,480,671.86 
4.3.04 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 102,511,671,080.00 25,829,337,000.00 16,162,566,000.00 - 12,138,795,000.00 28,301,361,000.00 54,130,698,000.00 
122 
 
 
 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10,394,448,080.00 4,990,939,040.00 - 2,595,469,520.00 - 2,595,469,520.00 7,586,408,560.00 
 Jumlah Pendapatan 587,384,951,115.00 262,461,510,003.09 56,739,610,724.16 57,340,603,518.66 47,936,029,884.00 162,016,244,126.82 424,477,754,129.91 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 373,924,988,339.00 136,785,656,597.00 57,439,655,167.00 59,427,405,908.00 3,036,801,696.00 119,903,862,771.00 256,689,519,368.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 348,784,556,199.00 133,791,822,815.00 54,807,356,457.00 56,609,686,729.00 785,697,690.00 112,202,740,876.00 245,994,563,691.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 312,239,584.00 - - - - 312,239,584.00 
5.1.04 Belanja Hibah 7,191,529,300.00 2,474,021,258.00 355,801,750.00 288,478,250.00 480,000,000.00 1,124,280,000.00 3,598,301,258.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,722,755,156.00 9,750,000.00 450,929,932.00 156,441,316.00 107,056,448.00 714,427,696.00 724,177,696.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262,604,132.00 - 247,021,054.00 - - 247,021,054.00 247,021,054.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,380,226,673.00 - 1,578,545,974.00 2,372,799,613.00 1,664,047,558.00 5,615,393,145.00 5,615,393,145.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 845,000,132.00 197,822,940.00 - - - - 197,822,940.00 
5.2 Belanja Langsung 234,109,929,583.00 15,226,504,093.00 9,087,923,862.00 9,712,245,832.00 18,327,084,972.00 37,127,254,666.00 52,353,758,759.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 22,795,258,448.00 3,550,139,780.00 577,485,000.00 701,271,600.00 2,704,756,653.00 3,983,513,253.00 7,533,653,033.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 81,388,777,350.00 10,697,291,761.00 8,206,116,882.00 6,990,316,969.00 7,208,101,771.00 22,404,535,622.00 33,101,827,383.00 
5.2.03 Belanja Modal 129,925,893,785.00 979,072,552.00 304,321,980.00 2,020,657,263.00 8,414,226,548.00 10,739,205,791.00 11,718,278,343.00 
 Jumlah Belanja 608,034,917,922.00 152,012,160,690.00 66,527,579,029.00 69,139,651,740.00 21,363,886,668.00 157,031,117,437.00 309,043,278,127.00 
 Surplus / (Defisit) (20,649,966,807.00) 110,449,349,313.09 4,985,126,689.82 115,434,476,002.91 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 25,346,529,059.00 23,835,276,192.87 141,412,550.00 - - 141,412,550.00 23,976,688,742.87 
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6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 23,803,276,192.87 23,803,276,192.87 - - - - 23,803,276,192.87 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 32,000,000.00 - - - - 32,000,000.00 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah 1,543,252,866.13 - 141,412,550.00 - - 141,412,550.00 141,412,550.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25,346,529,059.00 23,835,276,192.87 141,412,550.00 23,976,688,742.87 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,696,562,252.00 921,530,746.00 82,151,750.00 175,211,850.00 14,971,600.00 272,335,200.00 1,193,865,946.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,820,000,000.00 - - - - - - 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,876,562,252.00 921,530,746.00 82,151,750.00 175,211,850.00 14,971,600.00 272,335,200.00 1,193,865,946.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,696,562,252.00 921,530,746.00 272,335,200.00 1,193,865,946.00 
 Pembiayaan Neto 20,649,966,807.00 22,913,745,446.87 (130,922,650.00) 22,782,822,796.87 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 133,363,094,759.96 4,854,204,039.82 138,217,298,799.78 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN IV 2011 
 
                 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran   s.d Triwulan Lalu Jumlah         Total 
 Oktober November Desember 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 19,183,910,487.00 14,773,294,074.05 1,737,766,572.00 1,944,525,251.00 3,096,180,390.76 6,778,472,213.76 21,551,766,287.81 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,452,424,061.00 1,840,030,940.00 273,071,286.00 289,555,967.00 528,368,356.00 1,090,995,609.00 2,931,026,549.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 11,640,286,426.00 7,798,432,403.00 941,074,019.00 1,149,658,345.00 2,163,686,783.00 4,254,419,147.00 12,052,851,550.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,310,000,000.00 2,304,558,762.00 - - - - 2,304,558,762.00 
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,781,200,000.00 2,830,271,969.05 523,621,267.00 505,310,939.00 404,125,251.76 1,433,057,457.76 4,263,329,426.81 
4.2 Dana Perimbangan 443,049,792,953.00 340,709,872,824.00 31,863,059,613.00 54,820,565,725.00 20,700,573,954.00 107,384,199,292.00 448,094,072,116.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 26,259,205,953.00 15,287,982,824.00 543,289,613.00 5,164,512,725.00 10,513,748,954.00 16,221,551,292.00 31,509,534,116.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 376,043,287,000.00 313,197,700,000.00 31,319,770,000.00 31,319,768,000.00 - 62,639,538,000.00 375,837,238,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 40,747,300,000.00 12,224,190,000.00 - 18,336,285,000.00 10,186,825,000.00 28,523,110,000.00 40,747,300,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 125,151,247,675.00 68,994,587,231.86 15,463,048,192.93 35,402,769,080.00 9,817,225,306.89 60,683,042,579.82 129,677,629,811.68 
4.3.01 Pendapatan Hibah 2,150,000,000.00 - - - - - - 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 10,095,128,515.00 7,277,480,671.86 2,441,874,672.93 - 4,802,155,306.89 7,244,029,979.82 14,521,510,651.68 
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4.3.04 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 102,511,671,080.00 54,130,698,000.00 9,525,704,000.00 34,152,769,080.00 4,702,500,000.00 48,380,973,080.00 102,511,671,080.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10,394,448,080.00 7,586,408,560.00 3,495,469,520.00 1,250,000,000.00 312,570,000.00 5,058,039,520.00 12,644,448,080.00 
Jumlah Pendapatan 587,384,951,115.00 424,477,754,129.91 49,063,874,377.93 92,167,860,056.00 33,613,979,651.65 174,845,714,085.58 599,323,468,215.49 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 373,924,988,339.00 256,689,519,368.00 27,304,972,789.00 36,008,967,577.00 45,241,945,223.00 108,555,885,589.00 365,245,404,957.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 348,784,556,199.00 245,994,563,691.00 23,758,647,050.00 33,409,592,909.00 38,566,339,073.00 95,734,579,032.00 341,729,142,723.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 312,239,584.00 276,680,182.00 - - 276,680,182.00 588,919,766.00 
5.1.04 Belanja Hibah 7,191,529,300.00 3,598,301,258.00 996,305,450.00 100,765,500.00 2,111,662,392.00 3,208,733,342.00 6,807,034,600.00 
5.1.05 Belanja Bantuan Sosial 1,722,755,156.00 724,177,696.00 316,842,516.00 28,500,000.00 211,886,484.00 557,229,000.00 1,281,406,696.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262,604,132.00 247,021,054.00 - - 15,583,078.00 15,583,078.00 262,604,132.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14,380,226,673.00 5,615,393,145.00 1,956,497,591.00 2,470,109,168.00 4,336,474,196.00 8,763,080,955.00 14,378,474,100.00 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 845,000,132.00 197,822,940.00 - - - - 197,822,940.00 
5.2 Belanja Langsung 234,109,929,583.00 52,353,758,759.00 20,281,743,470.00 29,433,648,718.00 107,006,697,278.00 156,722,089,466.00 209,075,848,225.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 22,795,258,448.00 7,533,653,033.00 1,240,517,000.00 2,943,569,198.00 10,418,343,176.00 14,602,429,374.00 22,136,082,407.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 81,388,777,350.00 33,101,827,383.00 5,300,500,876.00 6,560,486,500.00 30,830,208,175.00 42,691,195,551.00 75,793,022,934.00 
5.2.03 Belanja Modal 129,925,893,785.00 11,718,278,343.00 13,740,725,594.00 19,929,593,020.00 65,758,145,927.00 99,428,464,541.00 111,146,742,884.00 
Jumlah Belanja 608,034,917,922.00 309,043,278,127.00 47,586,716,259.00 65,442,616,295.00 152,248,642,501.00 265,277,975,055.00 574,321,253,182.00 
Surplus / (Defisit) (20,649,966,807.00) 115,434,476,002.91 (90,432,260,969.42) 25,002,215,033.49 
6 Pembiayaan 
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6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 25,346,529,059.00 23,976,688,742.87 - 526,847,356.00 195,013,312.00 721,860,668.00 24,698,549,410.87 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 23,803,276,192.87 23,803,276,192.87 - - - - 23,803,276,192.87 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 32,000,000.00 - 526,847,356.00 195,013,312.00 721,860,668.00 753,860,668.00 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah 1,543,252,866.13 141,412,550.00 - - - - 141,412,550.00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25,346,529,059.00 23,976,688,742.87 721,860,668.00 24,698,549,410.87 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,696,562,252.00 1,193,865,946.00 2,458,979,306.00 - 14,608,000.00 2,473,587,306.00 3,667,453,252.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,820,000,000.00 - 1,820,000,000.00 - - 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 2,876,562,252.00 1,193,865,946.00 638,979,306.00 - 14,608,000.00 653,587,306.00 1,847,453,252.00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4,696,562,252.00 1,193,865,946.00 2,473,587,306.00 3,667,453,252.00 
Pembiayaan Neto 20,649,966,807.00 22,782,822,796.87 (1,751,726,638.00) 21,031,096,158.87 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 138,217,298,799.78 (92,183,987,607.42) 46,033,311,192.36 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN I 2012 
 
                Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu                                                                                                                 Jumlah Total 
Januari Februari Maret 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 24,010,110,952.00 - 1,021,890,751.00 858,458,475.00 839,637,925.00 2,719,987,151.00 2,719,987,151.00 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,147,294,522.00 - 284,388,308.00 282,023,282.00 213,510,462.00 779,922,052.00 779,922,052.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 16,371,616,430.00 - 396,149,496.00 265,820,710.00 242,949,785.00 904,919,991.00 904,919,991.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,510,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 
4.1.04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,981,200,000.00 - 331,352,947.00 310,614,483.00 383,177,678.00 1,025,145,108.00 1,025,145,108.00 
4.2 Dana Perimbangan 510,988,779,074.00 - 74,407,619,354.00 37,290,104,255.00 4,813,598,048.00 116,511,321,657.00 116,511,321,657.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 30,746,560,074.00 - 5,923,354.00 89,256,255.00 4,813,598,048.00 4,908,777,657.00 4,908,777,657.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 446,410,179,000.00 - 74,401,696,000.00 37,200,848,000.00 - 111,602,544,000.00 111,602,544,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 33,832,040,000.00 - - - - - - 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 93,736,923,401.00 - - 3,004,350,500.00 20,670,230,738.08 23,674,581,238.08 23,674,581,238.08 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 12,994,015,901.00 - - - 3,544,609,238.08 3,544,609,238.08 3,544,609,238.08 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 68,502,486,000.00 - - - 17,125,621,500.00 17,125,621,500.00 17,125,621,500.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 12,240,421,500.00 - - 3,004,350,500.00 - 3,004,350,500.00 3,004,350,500.00 
 Jumlah Pendapatan 628,735,813,427.00 -                   75,429,510,105.00                    41,152,913,230.00 26,323,466,711.08 142,905,890,046.08 142,905,890,046.08 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 450,418,055,516.00 - 21,770,373,411.00 22,258,303,054.00 28,434,049,492.00 72,462,725,957.00 72,462,725,957.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 411,093,955,770.00 - 21,770,373,411.00 22,258,303,054.00 28,194,946,542.00 72,223,623,007.00 72,223,623,007.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 - - - 239,102,950.00 239,102,950.00 239,102,950.00 
5.1.04 Belanja Hibah 15,674,674,900.00 - - - - - - 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 264,576,578.00 - - - - - - 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 17,362,302,429.00 - - - - - - 
                               dan Partai Politik 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 5,284,229,092.00 - - - - - - 
5.2 Belanja Langsung 213,300,567,778.00 - - 108,800,000.00 1,422,024,731.00 1,530,824,731.00 1,530,824,731.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 27,769,229,800.00 - - - 207,390,000.00 207,390,000.00 207,390,000.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 100,869,151,204.00 - - 108,800,000.00 1,048,145,981.00 1,156,945,981.00 1,156,945,981.00 
5.2.03 Belanja Modal 84,662,186,774.00 - - - 166,488,750.00 166,488,750.00 166,488,750.00 
 Jumlah Belanja 663,718,623,294.00 - 21,770,373,411.00 22,367,103,054.00 29,856,074,223.00 73,993,550,688.00 73,993,550,688.00 
 Surplus / (Defisit) (34,982,809,867.00) - 68,912,339,358.08 68,912,339,358.08 
6 Pembiayaan  
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 46,033,311,192.00 - 46,047,527,192.36 - 1,150,000.00 46,048,677,192.36 46,048,677,192.36 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 46,033,311,192.00 - 46,033,311,192.36 - - 46,033,311,192.36 46,033,311,192.36 
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6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - 14,216,000.00 - 1,150,000.00 15,366,000.00 15,366,000.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 46,033,311,192.00 - 46,048,677,192.36 46,048,677,192.36 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11,050,501,325.00 - - - 638,979,400.00 638,979,400.00 638,979,400.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,320,000,000.00 - - - - - - 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 6,730,501,325.00 - - - 638,979,400.00 638,979,400.00 638,979,400.00 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11,050,501,325.00 - 638,979,400.00 638,979,400.00 
 Pembiayaan Neto 34,982,809,867.00 - 45,409,697,792.36 45,409,697,792.36 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA -                                    - 114,322,037,150.44 114,322,037,150
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN II 2012 
 
                 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
April Mei Juni 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 24,010,110,952.00 2,719,987,151.00 2,342,806,675.52 2,170,301,878.27 3,846,139,406.65 8,359,247,960.44 11,079,235,111.44 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,147,294,522.00 779,922,052.00 269,833,083.00 265,389,473.00 263,882,354.00 799,104,910.00 1,579,026,962.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 16,371,616,430.00 904,919,991.00 1,049,348,327.00 1,479,106,875.00 798,507,921.00 3,326,963,123.00 4,231,883,114.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,510,000,000.00 10,000,000.00 - - 2,418,281,900.65 2,418,281,900.65 2,428,281,900.65 
4.1.04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,981,200,000.00 1,025,145,108.00 1,023,625,265.52 425,805,530.27 365,467,231.00 1,814,898,026.79 2,840,043,134.79 
4.2 Dana Perimbangan 510,988,779,074.00 116,511,321,657.00 86,071,107,074.00 37,200,848,000.00 42,807,548,404.00 166,079,503,478.00 282,590,825,135.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 30,746,560,074.00 4,908,777,657.00 1,519,799,074.00 - 5,606,700,404.00 7,126,499,478.00 12,035,277,135.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 446,410,179,000.00 111,602,544,000.00 74,401,696,000.00 37,200,848,000.00 37,200,848,000.00 148,803,392,000.00 260,405,936,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 33,832,040,000.00 - 10,149,612,000.00 - - 10,149,612,000.00 10,149,612,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 93,736,923,401.00 23,674,581,238.08 - 3,027,370,000.00 3,985,761,687.66 7,013,131,687.66 30,687,712,925.74 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 12,994,015,901.00 3,544,609,238.08 - - 2,708,511,687.66 2,708,511,687.66 6,253,120,925.74 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 68,502,486,000.00 17,125,621,500.00 - - 1,277,250,000.00 1,277,250,000.00 18,402,871,500.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 12,240,421,500.00 3,004,350,500.00 - 3,027,370,000.00 - 3,027,370,000.00 6,031,720,500.00 
 Jumlah Pendapatan 628,735,813,427.00 142,905,890,046.08 88,413,913,749.52 42,398,519,878.27 50,639,449,498.31 181,451,883,126.10 324,357,773,172.18 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 450,418,055,516.00 72,462,725,957.00 25,401,844,286.00 37,542,917,007.00 52,505,518,720.00 115,450,280,013.00 187,913,005,970.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 411,093,955,770.00 72,223,623,007.00 25,264,344,286.00 37,351,617,007.00 48,425,971,363.00 111,041,932,656.00 183,265,555,663.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 239,102,950.00 - - 4,601,533.00 4,601,533.00 243,704,483.00 
5.1.04 Belanja Hibah 15,674,674,900.00 - 137,500,000.00 191,300,000.00 1,431,200,000.00 1,760,000,000.00 1,760,000,000.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 264,576,578.00 - - - - - - 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 17,362,302,429.00 - - - 2,408,193,624.00 2,408,193,624.00 2,408,193,624.00 
                        dan Partai Politik 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 5,284,229,092.00 - - - 235,552,200.00 235,552,200.00 235,552,200.00 
5.2 Belanja Langsung 213,300,567,778.00 1,530,824,731.00 7,231,958,987.00 10,364,390,366.00 12,391,040,503.00 29,987,389,856.00 31,518,214,587.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 27,769,229,800.00 207,390,000.00 480,120,000.00 607,945,000.00 3,470,865,098.00 4,558,930,098.00 4,766,320,098.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 100,869,151,204.00 1,156,945,981.00 6,103,256,737.00 7,919,850,716.00 6,575,830,747.00 20,598,938,200.00 21,755,884,181.00 
5.2.03 Belanja Modal 84,662,186,774.00 166,488,750.00 648,582,250.00 1,836,594,650.00 2,344,344,658.00 4,829,521,558.00 4,996,010,308.00 
 Jumlah Belanja 663,718,623,294.00 73,993,550,688.00 32,633,803,273.00 47,907,307,373.00 64,896,559,223.00 145,437,669,869.00 219,431,220,557.00 
 Surplus / (Defisit) (34,982,809,867.00) 68,912,339,358.08 36,014,213,257.10 104,926,552,615.18 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 46,033,311,192.00 46,048,677,192.36 4,646,750.00 - 1,000,000.00 5,646,750.00 46,054,323,942.36 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 46,033,311,192.00 46,033,311,192.36 - - - - 46,033,311,192.36 
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6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 15,366,000.00 4,646,750.00 - 1,000,000.00 5,646,750.00 21,012,750.00 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 46,033,311,192.00             46,048,677,192.36 5,646,750.00 46,054,323,942.36 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11,050,501,325.00 638,979,400.00 - - 4,570,985,209.00 4,570,985,209.00 5,209,964,609.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,320,000,000.00 - - - 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 6,730,501,325.00 638,979,400.00 - - 250,985,209.00 250,985,209.00 889,964,609.00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11,050,501,325.00 638,979,400.00 4,570,985,209.00 5,209,964,609.00 
Pembiayaan Neto 34,982,809,867.00 45,409,697,792.36 (4,565,338,459.00) 40,844,359,333.36 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 114,322,037,150.44 31,448,874,798.10 145,770,911,948.54
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN III 2012 
 
                 Realisasi  
Rekening Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
Juli Agustus September 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 24,010,110,952.00 11,079,235,111.44 2,482,861,866.00 2,519,805,345.00 1,527,696,646.00 6,530,363,857.00 17,609,598,968.44 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,147,294,522.00 1,579,026,962.00 281,351,377.00 272,519,240.00 287,404,339.00 841,274,956.00 2,420,301,918.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 16,371,616,430.00 4,231,883,114.00 1,635,021,959.00 1,934,197,549.00 928,786,932.00 4,498,006,440.00 8,729,889,554.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,510,000,000.00 2,428,281,900.65 - - 7,000,000.00 7,000,000.00 2,435,281,900.65 
4.1.04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,981,200,000.00 2,840,043,134.79 566,488,530.00 313,088,556.00 304,505,375.00 1,184,082,461.00 4,024,125,595.79 
4.2 Dana Perimbangan 510,988,779,074.00 282,590,825,135.00 37,808,085,191.00 39,943,478,266.00 43,742,518,171.00 121,494,081,628.00 404,084,906,763.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 30,746,560,074.00 12,035,277,135.00 607,237,191.00 2,742,630,266.00 6,541,670,171.00 9,891,537,628.00 21,926,814,763.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 446,410,179,000.00 260,405,936,000.00 37,200,848,000.00 37,200,848,000.00 37,200,848,000.00 111,602,544,000.00 372,008,480,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 33,832,040,000.00 10,149,612,000.00 - - - - 10,149,612,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 93,736,923,401.00 30,687,712,925.74 5,688,649,673.47 18,590,517,737.90 17,125,621,500.00 41,404,788,911.37 72,092,501,837.11 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 12,994,015,901.00 6,253,120,925.74 2,584,299,173.47 2,742,146,237.90 - 5,326,445,411.37 11,579,566,337.11 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 68,502,486,000.00 18,402,871,500.00 - 15,848,371,500.00 17,125,621,500.00 32,973,993,000.00 51,376,864,500.00 
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4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 12,240,421,500.00 6,031,720,500.00 3,104,350,500.00 - - 3,104,350,500.00 9,136,071,000.00 
 Jumlah Pendapatan 628,735,813,427.00 324,357,773,172.18 45,979,596,730.47 61,053,801,348.90 62,395,836,317.00 169,429,234,396.37 493,787,007,568.55 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 450,418,055,516.00 187,913,005,970.00 30,193,392,990.00 71,432,192,016.00 6,476,637,305.00 108,102,222,311.00 296,015,228,281.00 
5.1.01 Belanja Pegawai 411,093,955,770.00 183,265,555,663.00 24,653,164,525.00 68,056,471,334.00 1,674,327,303.00 94,383,963,162.00 277,649,518,825.00 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 243,704,483.00 - - - - 243,704,483.00 
5.1.04 Belanja Hibah 15,674,674,900.00 1,760,000,000.00 4,033,402,470.00 60,000,000.00 3,615,238,305.00 7,708,640,775.00 9,468,640,775.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 264,576,578.00 - 248,378,012.00 16,198,566.00 - 264,576,578.00 264,576,578.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 17,362,302,429.00 2,408,193,624.00 1,258,447,983.00 3,299,522,116.00 1,187,071,697.00 5,745,041,796.00 8,153,235,420.00 
                                          dan Partai Politik 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 5,284,229,092.00 235,552,200.00 - - - - 235,552,200.00 
5.2 Belanja Langsung 213,300,567,778.00 31,518,214,587.00 11,652,996,492.00 12,137,785,093.00 28,945,160,083.00 52,735,941,668.00 84,254,156,255.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 27,769,229,800.00 4,766,320,098.00 994,495,000.00 881,795,900.00 5,985,173,200.00 7,861,464,100.00 12,627,784,198.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 100,869,151,204.00 21,755,884,181.00 8,745,421,742.00 6,568,549,063.00 7,314,327,168.00 22,628,297,973.00 44,384,182,154.00 
5.2.03 Belanja Modal 84,662,186,774.00 4,996,010,308.00 1,913,079,750.00 4,687,440,130.00 15,645,659,715.00 22,246,179,595.00 27,242,189,903.00 
Jumlah Belanja 663,718,623,294.00 219,431,220,557.00 41,846,389,482.00 83,569,977,109.00 35,421,797,388.00 160,838,163,979.00 380,269,384,536.00 
Surplus / (Defisit) (34,982,809,867.00) 104,926,552,615.18 8,591,070,417.37 113,517,623,032.55 
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6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 46,033,311,192.00 46,054,323,942.36 - 2,000,652.00 4,242,000.00 6,242,652.00 46,060,566,594.36 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 46,033,311,192.00 46,033,311,192.36 - - - - 46,033,311,192.36 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
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6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 21,012,750.00 - 2,000,652.00 4,242,000.00 6,242,652.00 27,255,402.00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 46,033,311,192.00 46,054,323,942.36 6,242,652.00 46,060,566,594.36 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11,050,501,325.00 5,209,964,609.00 2,221,899,971.00 616,918,950.00 382,226,200.00 3,221,045,121.00 8,431,009,730.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00 - - - - 4,320,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 6,730,501,325.00 889,964,609.00 2,221,899,971.00 616,918,950.00 382,226,200.00 3,221,045,121.00 4,111,009,730.00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11,050,501,325.00 5,209,964,609.00 3,221,045,121.00 8,431,009,730.00 
Pembiayaan Neto 34,982,809,867.00 40,844,359,333.36 (3,214,802,469.00) 37,629,556,864.36 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 145,770,911,948.54 5,376,267,948.37 151,147,179,896.91 
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PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
TRIWULAN IV 2012 
 
                Realisasi  
Rekening  Uraian Anggaran s.d Triwulan Lalu Jumlah Total 
     Oktober November Desember 
4 Pendapatan 
4.1 Pendapatan Asli Daerah 24,010,110,952.00 17,609,598,968.44 1,572,835,746.37 2,483,312,815.20 4,228,348,731.46 8,284,497,293.03 25,894,096,261.47 
4.1.01 Hasil Pajak Daerah 3,147,294,522.00 2,420,301,918.00 343,566,603.00 365,331,283.00 352,325,628.00 1,061,223,514.00 3,481,525,432.00 
4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 16,371,616,430.00 8,729,889,554.00 857,010,300.00 1,720,137,130.00 3,480,942,951.00 6,058,090,381.00 14,787,979,935.00 
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2,510,000,000.00 2,435,281,900.65 - - - - 2,435,281,900.65 
4.1.04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,981,200,000.00 4,024,125,595.79 372,258,843.37 397,844,402.20 395,080,152.46 1,165,183,398.03 5,189,308,993.82 
4.2 Dana Perimbangan 510,988,779,074.00 404,084,906,763.00 54,122,258,902.00 38,295,754,613.00 16,834,354,111.00 109,252,367,626.00 513,337,274,389.00 
4.2.01 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 30,746,560,074.00 21,926,814,763.00 1,696,992,902.00 1,094,903,613.00 8,376,344,111.00 11,168,240,626.00 33,095,055,389.00 
4.2.02 Dana Alokasi Umum 446,410,179,000.00 372,008,480,000.00 37,200,848,000.00 37,200,851,000.00 - 74,401,699,000.00 446,410,179,000.00 
4.2.03 Dana Alokasi Khusus 33,832,040,000.00 10,149,612,000.00 15,224,418,000.00 - 8,458,010,000.00 23,682,428,000.00 33,832,040,000.00 
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 93,736,923,401.00 72,092,501,837.11 4,511,016,836.95 17,125,621,500.00 3,118,330,451.00 24,754,968,787.95 96,847,470,625.06 
4.3.03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 12,994,015,901.00 11,579,566,337.11 1,406,666,336.95 - 2,858,017,951.00 4,264,684,287.95 15,844,250,625.06 
4.3.04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 68,502,486,000.00 51,376,864,500.00 - 17,125,621,500.00 - 17,125,621,500.00 68,502,486,000.00 
4.3.05 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 12,240,421,500.00 9,136,071,000.00 3,104,350,500.00 - 260,312,500.00 3,364,663,000.00 12,500,734,000.00 
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 Jumlah Pendapatan 628,735,813,427.00 493,787,007,568.55 60,206,111,485.32 57,904,688,928.20 24,181,033,293.46 142,291,833,706.98 636,078,841,275.53 
5 Belanja 
5.1 Belanja Tidak Langsung 450,418,055,516.00 296,015,228,281.00 67,417,530,210.00 5,511,513,790.00 53,337,707,480.46 126,266,751,480.46 422,281,979,761.46 
5.1.01 Belanja Pegawai 411,093,955,770.00 277,649,518,825.00 63,509,041,463.00 1,355,296,988.00 46,641,120,042.46 111,505,458,493.46 389,154,977,318.46 
5.1.02 Belanja Bunga 738,316,747.00 243,704,483.00 - - 197,100,042.00 197,100,042.00 440,804,525.00 
5.1.04 Belanja Hibah 15,674,674,900.00 9,468,640,775.00 2,147,925,000.00 1,102,558,350.00 2,640,550,775.00 5,891,034,125.00 15,359,674,900.00 
5.1.06 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 264,576,578.00 264,576,578.00 - - - - 264,576,578.00 
5.1.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa 17,362,302,429.00 8,153,235,420.00 1,760,563,747.00 3,053,658,452.00 3,858,936,621.00 8,673,158,820.00 16,826,394,240.00 
                        dan Partai Politik 
5.1.08 Belanja Tidak Terduga 5,284,229,092.00 235,552,200.00 - - - - 235,552,200.00 
5.2 Belanja Langsung 213,300,567,778.00 84,254,156,255.00 13,439,156,305.00 24,963,591,734.00 72,291,506,400.00 110,694,254,439.00 194,948,410,694.00 
5.2.01 Belanja Pegawai 27,769,229,800.00 12,627,784,198.00 627,900,000.00 4,952,564,179.00 8,273,303,686.00 13,853,767,865.00 26,481,552,063.00 
5.2.02 Belanja Barang dan Jasa 100,869,151,204.00 44,384,182,154.00 6,055,480,282.00 9,242,684,593.00 29,860,865,773.00 45,159,030,648.00 89,543,212,802.00 
5.2.03 Belanja Modal 84,662,186,774.00 27,242,189,903.00 6,755,776,023.00 10,768,342,962.00 34,157,336,941.00 51,681,455,926.00 78,923,645,829.00 
Jumlah Belanja  663,718,623,294.00 380,269,384,536.00 80,856,686,515.00 30,475,105,524.00 125,629,213,880.46 236,961,005,919.46 617,230,390,455.46 
Surplus / (Defisit) (34,982,809,867.00) 113,517,623,032.55 (94,669,172,212.48) 18,848,450,820.07 
6 Pembiayaan 
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 46,033,311,192.00 46,060,566,594.36 5,500,000.00 69,225,000.00 7,565,000.00 82,290,000.00 46,142,856,594.36 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 46,033,311,192.00 46,033,311,192.36 - - - - 46,033,311,192.36 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - - 
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6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - 27,255,402.00 5,500,000.00 69,225,000.00 7,565,000.00 82,290,000.00 109,545,402.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 46,033,311,192.00 46,060,566,594.36 82,290,000.00 46,142,856,594.36 
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11,050,501,325.00 8,431,009,730.00 199,499,700.00 780,918,175.00 39,002,458.00 1,019,420,333.00 9,450,430,063.00 
6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00 - - - - 4,320,000,000.00 
6.2.03 Pembayaran Pokok Utang 6,730,501,325.00 4,111,009,730.00 199,499,700.00 780,918,175.00 39,002,458.00 1,019,420,333.00 5,130,430,063.00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11,050,501,325.00 8,431,009,730.00 1,019,420,333.00 9,450,430,063.00 
Pembiayaan Neto 34,982,809,867.00 37,629,556,864.36 (937,130,333.00) 36,692,426,531.36 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA - 151,147,179,896.91 (95,606,302,545.48) 55,540,877,351.4 
